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BAB I
KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA

Pasal 104
Makar yang dilakukan dengan maksud akan menghilangkan nyawa atau
kemerdcekaan Presiden atau Wakil Presiden atau dengan maksud akan menjadikan
mereka itu tidak cakap memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana
penjara scumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama

dua puluh tahun.

Pasal 105
Dicabut dg. UU No. 1/1946, Pasal VIII, butir 13.

Pasal 106
Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke
tangan musuh atau memisahkan sebagian wilayah negara dari yang lain, diancam
dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu
paling lama dua puluh tahun.

Pasal 107
(1) Makar yang dilakukan dengan maksud untuk menggulingkan Pemerintah
diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
(2) Pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam Ayat (1) diancam dengan
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu
paling lama dua puluh tahun.

Pasal 107a
Barang siapa yvang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan,
tulisan, dan atau melalui media apa pun, menyebarkan atau mengembangkan
ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudan,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 107b
Barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan,
tulisan dari atau melalui media apa pun, menyatakan keinginan untuk meniada-
kan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara yang berakibat timbulnya
kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta
benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 107¢
Barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan,
tulisan dan atau melalui media apa pun, menycbarkan atau mengembangkan
ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme yang berakibat timbulnya kerusuhan
dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
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Pasal 116
Permufakatan untuk melakukan kejahatan seperti tersebut dalam Pasal 113
dan 115, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun.

Pasal 117

Diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda
paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, barang siapa tanpa wewenang;:
I.  dengan sengaja memasuki bangunan Angkatan Darat atau Angkatan Laut,

atau memasuki kapal perang melalui jalan yang bukan jalan masuk biasa;
2. sengaja masuk ke dalam daerah, yang oleh Presiden atau atas namanya, atau
oleh penguasa tentara ditentukan sebagai daerah tentara yang dilarang;
dengan sengaja membuat, mengumpulkan, mempunyai, menyimpan, me-
nyembunyikan atau mengangkut gambar-potret atau gambar-tangan maupun
keterangan-keterangan atau petunjuk-petunjuk lain mengenai daerah seperti
tersebut dalam nomor 2, beserta segala sesuatu yang ada di situ.

o

Pasal 118
Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana denda
sembilan ribu rupiah, barang siapa tanpa wewenang dengan sengaja membuat,
mengumpulkan, mempunyai, menyimpan, menyembunyikan atau mengangkut
gambar-potret, gambar-lukis atau gambar-tangan, pengukuran atau penulisan,
maupun keterangan-keterangan atau petunjuk-petunjuk lain mengenai suatu hal
yvang bersangkutan dengan kepentingan tentara.,

Pasal 119
Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun:

1. barang siapa memberi tempat menumpang kepada orang lain, vang di-
ketahuinya mempunyai niat atau sedang mencoba untuk mengetahui benda-
benda rahasia seperti tersebut dalam Pasal 113, padahal dia tidak berwenang
untuk itu, atau mempunyai niat atau sedang mencoba untuk mengetahui
letak, bentuk, susunan, persenjataan, perbekalan, perlengkapan mesiu, atau
kekuatan orang dari bangunan pertahanan atau suatu hal lain yang bersang-
kutan dengan kepentingan tentara;

2. barang siapa menyembunyikan benda-benda yang diketahuinya bahwa dengan
cara bagaimanapun juga, akan diperlukan untuk melaksanakan niat seperti
tersebut dalam nomor 1.

Pasal 120
Jika kejahatan seperti tersebut dalam Pasal 113, 115, 117, 118, dan 119 dilaku-
kan dengan akal curang seperti penyesatan, penyamaran, pemakaian nama atau
kedudukan palsu, atau dengan menawarkan atau menerima, membayangkan
atau menjanjikan hadiah, keuntungan atau upah dalam bentuk apa pun juga,
atau dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, maka pidana hilang
kemerdekaan dapat diperberat menjadi dua kali lipat.

Pasal 121
Barang siapa ditugaskan oleh pemerintah untuk berunding dengan suatu
negara asing, dan dalam perundingan itu dengan sengaja merugikan negara,
diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
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BAB III
KEJAHATAN TERHADAP NEGARA SAHABAT
DAN TERHADAP KEPALA NEGARA SAHABAT
SERTA WAKILNYA

Pasal 139a
Makar yang dilakukan dengan maksud untuk melepaskan wilayah atau
dacrah lain dari suatu negara sahabat untuk seluruhnya atau sebagian dari
kekuasaan pemerintah yang berkuasa di situ, diancam dengan pidana penjara
paling lama lima tahun.

Pasal 139b
Makar yang dilakukan dengan maksud untuk menghapuskan atau mengubah
secara tidak sah bentuk pemerintahan negara sahabat atau daerahnya yang lain,
diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 139c¢
Permufakatan untuk melakukan kejahatan seperti tersebut dalam Pasal 139a
dan 139, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan.

Pasal 140

(1) Makar terhadap nvawa atau kemerdekaan raja yang memerintah atau kepala
lainnya dari negara sahabat, diancam dengan pidana penjara paling lama
lima belas tahun.

(2) Jika makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana terlebih dahulu atau
berakibat kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama dua puluh
tahun.

(3) Jika makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana terlebih dahulu serta
berakibat kematian, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur
hidup atau pidana penjara seclama waktu tertentu paling lama dua puluh
tahun.

Pasal 141
Tiap-tiap perbuatan penyerangan terhadap diri raja vang memerintah atau
kepala lainnya dari negara sahabat, yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana
yang lebih berat, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 142
Penghinaan dengan sengaja terhadap raja yang memerintah atau kepala lain-
nya dari negara sahabat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun
atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 142a
Barang siapa menodai bendera kebangsaan negara sahabat, diancam dengan

pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat
puluh lima ribu rupiah.
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b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga,
yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 157

(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka
umum tulisan atau lukisan, yang isinya mengandung pernyataan rasa per-
musuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-
golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau
lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama
dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima
ratus rupiah.

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan
pekerjaannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya
menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka yang bersangkutan
dapat dipecat dari haknya menjalankan pekerjaan tersebut.

Pasal 158
Barang siapa di Indonesia menyelenggarakan pemilihan anggota untuk suatu

lembaga kenegaraan asing, atau menyiapkan ataupun memudahkan pemilihan
itu, baik yang akan diadakan di Indonesia maupun di luar negeri, diancam dengan
pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana denda paling banyak tujuh
ribu lima ratus rupiah.

Pasal 159
Barang siapa turut serta dalam pemilihan, seperti yang dimaksud dalam Pasal
158, balk yang diadakan di Indonesia maupun di luar negeri, diancam dengan
pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak seribu
lima ratus rupiah.

Pasal 160
Barang siapa dengan lisan atau tulisan menghasut di muka umum supaya
orang melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa
umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah
jabatan yang diberikan herdasarkan ketentuan undang-undang, diancam dengan
pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat
ribu lima ratus rupiah.

Pasal 161

(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan
yang menghasut di muka umum supaya orang melakukan perbuatan pidana,
menentang penguasa umum dengan kekerasan, atau menentang suatu hal
lain seperti tersebut dalam pasal di atas, dengan maksud supaya 1s1 tulisan
vang menghasut itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam
dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling
banyak empat ribu lima ratus rupiah,

(2) Bila yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan
pekerjaannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya
menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka yang bersangkutan
dapat dipecat dari hak menjalankan pekerjaan tersebut.
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Pasal 174
Barang siapa dengan sengaja mengganggu rapat umum vang diizinkan
dengan jalan menimbulkan huru-hara atau suara gaduh, diancam dengan pidana
penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ratus
rupiah.

Pasal 175
Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan merin-
tangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara
keagamaan yang diizinkan, atau upacara penguburan jenazah, diancam dengan
pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Pasal 176
Barang siapa dengan sengaja mengganggu pertemuan keagamaan yang ber-
sifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan atau upacara
penguburan jenazah, dengan menimbulkan huru-hara atau suara gaduh, diancam
dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda
paling banyak seribu delapan ratus rupiah.

Pasal 177
Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau
pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah:
. barang siapa menertawakan seorang petugas agama dalam menjalankan
tugasnya yang diizinkan;
2. barang siapa menghina benda-benda untuk keperluan ibadat di tempat atau
pada waktu ibadat dilangsungkan.

Pasal 178
Barang siapa dengan sengaja merintangi atau menghalang-halangi jalan
masuk yang diizinkan ke suatu kuburan atau pengangkutan mayat yang diizinkan
ke suatu kuburan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua
minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.

Pasal 179
Barang siapa dengan sengaja menodai kuburan atau dengan sengaja dan
dengan melawan hukum menghancurkan atau merusak tanda peringatan yang
didirikan di atas kuburan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun
empat bulan.

Pasal 180
Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum mengeluarkan
atau mengambil jenazah atau memindahkan atau mengangkut jenazah yang sudah
dikeluarkan atau diambil, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun
empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 181
Barang siapa mengubur, menyembunyikan, membawa, atau menghilangkan
jenazah dengan maksud untuk menyembunyikan kematian atau kelahiran orang
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atau bekerjanya bangunan itu jadi terganggu, atau menyebabkan usaha untuk

menjaga keselamatan atau memperbaiki bangunan itu menjadi terhalang atau

menjadi sukar, diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana
kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat
ribu lima ratus rupiah, bila karena itu timbul rintangan atau kesukaran dalam
memberikan tenaga listrik untuk kepentingan umum atau timbul bahaya
umum bagi barang;

2. dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan

paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima

ratus rupiah, bila karena itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain;

dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana

kurungan paling lama satu tahun, bila hal itu mengakibatkan orang mati.

ad

Pasal 192
Barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak, atau membuat tak
dapat dipakai bangunan untuk lalu-lintas umum, atau merintangi jalan umum
darat atau air, atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan atau jalan
itu, diancam:
1. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, bila perbuatan itu dapat
menimbulkan bahaya bagi keamanan lalu-lintas,
2. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, bila perbuatan itu dapat
menimbulkan bahaya bagi keamanan lalu-lintas dan mengakibatkan orang
mati.

Pasal 193
Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan bangunan
untuk lalu-lintas umum hancur, tidak dapat dipakai atau rusak, atau menyebabkan
jalan umum darat atau air dirintangi, atau menyebabkan usaha untuk pengamanan
bangunan atau jalan itu jadi gagal, diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana
kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu
lima ratus rupiah, bila perbuatan itu menimbulkan bahaya bagi keamanan
lalu-lintas;

2.  dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana
kKurungan paling lama satu tahun, bila perbuatan itu mengakibatkan orang
mati.

Pasal 194

(1) Barang siapa dengan sengaja menimbulkan bahaya bagi lalu-lintas umum
vang digerakkan oleh tenaga uap atau tenaga mesin yang lain di jalan kereta
api atau trem, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas ta-
hun,

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, maka yang bersalah diancam
dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu
tertentu paling lama dua puluh tahun.
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(1)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Pasal 208

Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka
umum suatu tulisan atau lukisan yang isinva menghina suatu penguasa
atau badan umum vang ada di Indonesia dengan maksud supaya isi yang
menghina itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan
pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana denda paling banyak
empat ribu lima ratus rupiah.

Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam pekerjaannya dan
pada waktu itu belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang
menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka yang bersangkutan
dapat dipecat dari haknya menjalankan pekerjaan tersebut.

Pasal 209

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau

pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

I.  barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat
dengan maksud untuk membujuknya supaya berbuat atau tidak berbuat
sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

2.  barang siapa memberi sesuatu kepada scorang pejabat oleh sebab
atau karena pejabat itu dalam jabatannya sudah melakukan atau tidak
melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pencabutan hak-hak seperti tersebut dalam Pasal 35 nomor 1- 4 dapat di-

jatuhkan,

Pasal 210

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang ha-
kim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan hakim itu tentang
perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;

2. barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang
yang menurut ketentuan undang-undang ditentukan menjadi penasi-
hat untuk menghadiri sidang atau pengadilan, dengan maksud untuk
mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan tentang
perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

jika pemberian atau janji itu dilakukan dengan maksud agar dalam perkara

pidana dijatuhkan pemidanaan, maka yang bersalah diancam dengan pidana

penjara paling lama sembilan tahun.

Pencabutan hak-hak seperti tersebut dalam Pasal 35 nomor 1- 4 dapat di-

jatuhkan,

Pasal 211

Ba rang Siapa dungnn kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa

seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan
perbuatan jabatan yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama empat
tahun.
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Pasal 228
Barang siapa dengan sengaja memakai tanda kepangkatan atau melakukan
perbuatan yang termasuk jabatan yang tidak dipegangnya atau yang tidak boleh
dijalankannya karena pemecatan sementara dari jabatan itu, diancam dengan
pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana denda paling banyak empat
ribu lima ratus rupiah.

Pasal 229
Barang siapa dengan sengaja memakai tanda kebesaran yang berhubungan
dengan pangkat atau gelar yang tidak dimilikinya, diancam dengan pidana penjara
paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat
ribu lima ratus rupiah.

Pasal 230
Dicabut dg. UU No. 1/1946.

Pasal 231

(1) Barangsiapa dengan sengaja menarik suatu barang yang disita berdasarkan
ketentuan undang-undang atau yang dititipkan atas perintah hakim, atau
menyembunyikan barang itu, padahal dia tahu bahwa barang itu ditarik
dari sitaan atau simpanan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama
empat tahun,

(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja meng-
hancurkan, merusak atau membuat tak dapat dipakai barang yang disita
berdasarkan ketentuan undang-undang,.

(3) Penyimpan barang yang dengan sengaja melakukan atau membiarkan di-
lakukan salah satu kejahatan itu, atau membantu pelaku dalam perbuatan
itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

(4) Jika salah satu perbuatan dilakukan karena kealpaan penyimpan barang,
maka dia diancam dengan pidana kurungan palirig lama satu bulan atau
pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.

Pasal 232

(1) Barang siapa dengan sengaja memutuskan, membuang, atau merusak pe-
nyegelan suatu barang oleh atau atas nama penguasa umum yang berwenang,
atau dengan cara lain menggagalkan penutupan dengan segel, diancam
dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

(2) Penyimpan barang yang dengan sengaja melakukan atau membiarkan
perbuatan tersebut, atau membantu pelaku dalam perbuatan itu, diancam
dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(3) Jika perbuatan dilakukan karena kealpaan penyimpan barang, maka dia di-
ancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda
paling banyak seribu delapan ratus rupiah.

Pasal 233

Barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak, membuat tak dapat
dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau
membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat surat
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Pemerintah menyimpan atau memasukkan ke Indonesia keping-keping atau
lembaran-lembaran perak, baik yang bercap maupun yang tidak bercap atau di-
kerjakan sedikit, sehingga dapat dianggap sebagai mata uang, padahal nyata-nyata
tidak akan digunakan sebagai perhiasan atau tanda peringatan.

Pasal 252
Dalam hal pemidanaan karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam
Pasal 244-247, maka hak-hak seperti dimaksud dalam Pasal 35 nomor 1- 4 dapat
dicabut.

BAB XI
PEMALSUAN METERAI DAN MEREK

Pasal 253
Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. barang siapa meniru atau memalsukan meterai yang dikeluarkan oleh Peme-
rintah Indonesia, dan harang slapa meniru atau memalsukan tanda tangan
yang diperlukan untuk sahnya meterai itu, dengan maksud untuk memakai
atau menyuruh orang lain memakai meterai itu sebagai meterai yang asli dan
tidak palsu atau yang sah;

2.  barangsiapa dengan maksud yang sama, membuat meterai tersebut dengan
menggunakan cap yang asli secara melawan hukum,

Pasal 254
Diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun:

1. barang siapa membubuhi barang-barang emas atau perak dengan merek
negara yang dipalsukan, atau dengan tanda keahlian menurut undang-
undang yvang dipalsukan atau memalsukan merek atau tanda yang asli de-
ngan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-
olah merek atau tanda itu asli dan tidak palsu;

2. barang siapa dengan maksud yang sama membubuhi merek atau tanda pada
barang-barang tersebut tadi, dengan menggunakan cap yang asli secara
melawan hukum;

3. barang siapa memberi, menambahkan atau memindahkan merek negara yang
asli atau tanda keahlian yang asli menurut undang-undang pada barang emas
atau perak yang lain daripada yang semula dibubuhi merek atau tanda itu,
dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang
itu seolah-olah merek atau tanda dari semula sudah dibubuhkan pada barang
itu.

Pasal 255
Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun:

1. barang siapa membubuhan tanda tera Indonesia yang palsu pada barang
yang wajib ditera atau yang atas permintaan yang berkepentingan diizinkan
untuk ditera atau ditera lagi, atau barang siapa memalsukan tanda tera yang
asli, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai
barang itu seolah-olah tanda teranya asli dan tidak palsu;
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

Pasal 267
Seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu
tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, diancam dengan
pidana penjara paling lama empat tahun.
Jika keterangan itu diberikan dengan maksud untuk memasukkan seseorang
ke dalam rumah sakit jiwa atau supaya dia ditahan di situ, dijatuhkan pidana
penjara paling lama delapan tahun enam bulan.
Barang siapa dengan sengaja memakai surat keterangan palsu itu seolah olah
isinya sesuai dengan kebenaran, diancam dengan pidana yang sama.,

Pasal 268

Barang siapa membuat surat keterangan dokter yang palsu atau memalsukan
surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan
atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau pe-
nanggung, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
Barang siapa dengan maksud yang sama memakai surat keterangan yang
tidak benar atau yang palsu, seolah-olah surat itu benar dan tidak palsu,
diancam dengan pidana yang sama.

Pasal 269

Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsukan surat keterangan
tanda kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecacatan atau keadaan lain,
dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat
itu supaya diterima bekerja atau supaya menimbulkan kemurahan hati dan
pertolongan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat
bulan.

Barang siapa dengan sengaja memakai surat keterangan yang palsu atau
yang dipalsukan tersebut dalam Ayat (1), seolah-olah surat itu asli dan tidak
dipalsukan, diancam dengan pidana yang sama.

Pasal 270

Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsukan pas jalan atau
surat penggantinya, kartu keamanan, surat perintah jalan atau surat yang
diberikan menurut ketentuan undang-undang tentang pemberian izin kepada
orang asing untuk masuk ke dan menetap di Indonesia, atau barang siapa
menyuruh memberikan surat serupa itu atas nama palsu atau nama kecil
yang palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu, dengan maksud
untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah
asli dan tidak dipalsukan atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran,
diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.
Barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang
dipalsukan seperti tersebut dalam Ayat (1), seolah-olah surat itu benar dan
tidak dipalsukan atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, diancam
dengan pidana yang sama.

Pasal 271
Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsukan surat pengantar
bagi kerbau atau sapi, atau menyuruh memberikan surat serupa itu atas nama
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padahal diketahuinya bahwa Pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata berlaku baginya;

b. seorang wanita yvang telah kawin yang melakukan mukah, padahal
diketahuinya bahwa Pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
berlaku baginya;

2. a. scorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal
diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;

b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan per-
buatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah
kawin dan Pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku
baginya;

(2) Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan suami/istri yang tercemar; dan
bila bagi mereka berlaku Pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata,
dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau
pisah meja dan ranjang karena alasan itu juga.

(3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73, dan 75.

(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang peng-
adilan belum dimulai.

(5) Jika bagi suami-istri berlaku Pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata,
pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena
perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan ranjang
menjadi tetap.

Pasal 285
Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa
scorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena
melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 286
Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, pada-
hal diketahuinya bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya,
diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 287

(1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, pa-
dahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita
itu belum lima belas tahun, atau kalau umumya tidak jelas, bahwa belum
waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama
sembilan tahun.

(2) Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali bila umur wanita itu
belum sampai dua belas tahun atau bila ada salah satu hal seperti tersebut

dalam Pasal 291 dan Pasal 294,

Pasal 288
(1) Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang
diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan
belum waktunya untuk dikawinkan, bila perbuatan itu mengakibatkan luka-
luka, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
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(2)

(3)
(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

1. barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas untuk
mencapai tujuan itu dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau
merugikan kesehatannya;

2. barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas
untuk mencapai tujuan itu dengan sengaja tidak memberi makanan
yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau
sebagian menjadi kepunyaannya dan berada di bawah pengawasannya,
atau kepada hewan yang harus dipeliharanya.

Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau

menderita luka berat lainnya, atau mati, maka yang bersalah diancam dengan

pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak
empat ribu lima ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.

Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.

Percobaan melakukan kejahatan itu tidak dipidana.

Pasal 303

Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana

denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa menda-

pat 1zin:

I. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk
permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau
dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian;

2. dengansengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum
untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan
perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan
itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata-cara;

3.  turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.

Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan peker-

jaannya, maka haknya untuk menjalankan pekerjaan itu dapat dicabut.

Yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di

mana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada per-

untungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.

Dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertaruhan tentang

keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara

mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan
lainnya.

Pasal 303 bis

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda

paling banyak sepuluh juta rupiah:

1. barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan
dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

2. barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan
umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau
penguasa yang berwenang telah memberi izin untuk mengadakan
perjudian itu.

Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak pemidana-

annya yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, maka dia

Visimedia e



Image
not
avallable




Image
not
avallable




Image
not
avallable




(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan peker-
jaannya, sedangkan pada waktu itu belum lewat dua tahun sejak adanya
pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka
haknya untuk menjalankan pekerjaan tersebut dapat dicabut.

(3) Kejahatan ini dituntut hanya kalau ada pengaduan dari orang yang ditunjuk
dalam Pasal 319 dan Pasal 320 Ayat (2) dan (3).

BAB XVII
MEMBUKA RAHASIA

Pasal 322
(1) - Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya
karena jabatan atau pekerjaannya, baik yang sekarang maupun yang, dulu,
diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana
denda paling banyak sembilan ribu rupiah.
(2) Jika kejahatan ini dilakukan terhadap seseorang, maka perbuatan itu dapat
dituntut hanya atas pengaduan orang itu.

Pasal 323
(1) Barang siapa dengan sengaja memberitahukan hal-hal khusus tentang suatu
perusahaan dagang, kerajinan atau pertanian, di mana dia bekerja atau dulu
bekerja, sedangkan dia harus merahasiakannya, diancam dengan pidana pen-
jara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan
ribu rupiah.
(2) Kejahatan ini dituntut hanya atas pengaduan pengurus perusahaan itu.

BAB XVIII
KEJAHATAN TERHADAP KEMERDEKAAN ORANG

Pasal 324
Barang siapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan per-
dagangan budak atau melakukan perbuatan perdagangan budak atau dengan
sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan
tersebut di atas, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 325

(1) Barang siapa bekerja atau bertugas sebagai nakhoda di kapal, sedangkan dia
tahu bahwa kapal itu digunakan untuk tujuan perdagangan budak, atau bila
dia memakai kapal itu untuk perdagangan budak, diancam dengan pidana
penjara paling lama dua belas tahun.

(2) Jika pengangkutan itu mengakibatkan kematian seorang budak atau lebih,
maka nakhoda diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas
tahun.

Pasal 326
Barang siapa bekerja sebagai anak buah kapal di sebuah kapal, sedangkan
dia tahu bahwa kapal itu digunakan untuk tujuan atau keperluan perdagangan
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Pasal 341
Seorang ibu yang karena takut akan diketahui bahwa dia melahirkan anak
dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau
tidak lama kemudian, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana
penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 342
Seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan yang diambilnya karena
takut akan diketahui bahwa dia akan melahirkan anak, menghilangkan nyawa
anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena
melakukan pembunuhan anak sendiri dengan berencana, dengan pidana penjara
paling lama sembilan tahun. -

Pasal 343
Bagi orang lain yang turut serta melakukan, kejahatan yang diterangkan
dalam Pasal 341 dan Pasal 342 dipandang sebagai pembunuhan atau pembunuhan
anak dengan berencana.

Pasal 344

Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan sungguh sung-
guh dari orang itu sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas
tahun.

Pasal 345
Barang siapa dengan sengaja membujuk orang lain untuk bunuh diri,
menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu,
diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi
bunuh diri.

Pasal 346
Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kan-
dungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara
paling lama empat tahun.

Pasal 347
(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan
seorang wanita tanpa persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara
paling lama dua belas tahun.
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, dia diancam dengan
pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348
(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan
seorang wanita dengan persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana
penjara paling lama lima tahun enam bulan.
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, dia diancam dengan
pidana penjara paling lama tujuh tahun.
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Pasal 365

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang
didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah
pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri
atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang
yang dicuri.

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

1.  jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau
pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam
kereta api atau trem yang sedang berjalan;

2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan berse-
kutu;

3.  jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak
atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau
pakaian jabatan palsu;

4.  jika perbuatan mengakibatkan luka berat.

(3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam
dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana
penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, bila perbuatan
itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang
atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterang-
kan dalam nomor 1 dan 3.

Pasal 366
Dalam hal pemidanaan karena salah satu perbuatan tersebut dalam Pasal

362, 363, dan 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak-hak tersebut dalam pasal 35
nomor 1- 4.

Pasal 367

(1) Jika pelaku atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah
suami (istri) dari orang vang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan
ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pelaku atau pembantu
itu tidak boleh diadakan tuntutan pidana.

(2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah
harta kekayaan, atau bila dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik
dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap
orang itu dapat diadakan penuntutan hanya bila ada pengaduan dari yang
terkena kejahatan.

(3) Jika menurut lembaga matrialkal, kekuasaan ayah dilakukan oleh orang lain
daripada ayah kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga
bagi orang itu.
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karena dia dengan sengaja menyerahkan barang yang lain daripada yang
ditunjuk untuk dibeli;

mengenai jenis, keadaan atau jumlah barang yang diserahkan dengan meng-
gunakan tipu-muslihat.

Pasal 383 bis

Pemegang konosemen yang dengan sengaja mempergunakan beberapa ek-

semplar dari surat tersebut dengan titel yang memberatkan, dan untuk beberapa
orang penerima, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan
bulan.

Pasal 384
Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 383, diancam dengan pidana penjara

paling lama tiga bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah, bila jumlah
keuntungan yang diperoleh tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

fad

(1)

Pasal 385
Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun:
barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang
lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan
credietverband suatu hak tanah yang belum bersertifikat, suatu gedung, ba-
ngunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat,
padahal dia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mem-
punyai hak atasnya;
barang siapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan atau mem-
bebani dengan credietverband, suatu hak tanah yang belum bersertifikat, atau
suatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang
juga telah dibebani crediefverband, tanpa pemberitahuan adanya beban itu
kepada pihak yang lain;
barang siapa dengan maksud yang sama mengadakan crediefverband mengenai
suatu hak tanah yang belum bersertifikat, dengan menyembunyikan kepada
pihak lain bahwa tanah dengan hak tadi sudah digadaikan;
barang siapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan
tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal dia tahu bahwa
orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas tanah itu;
barang siapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah
dengan hak tanah yang belum bersertifikat yang telah digadaikan, padahal
dia tidak memberitahukan kepada pihak yang lain bahwa tanah itu telah
digadaikan;
barang siapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah
dengan hak tanah yang belum bersertifikat untuk suatu masa, padahal dia
tahu bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masa itu
juga.

Pasal 386
Barang siapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan,
minuman atau obat-obatan yang diketahuinya bahwa itu dipalsukan, se-
dangkan hal itu disembunyikan-nya, diancam dengan pidana penjara paling
lama empat tahun.
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3. jika yang bersangkutan dapat dipersalahkan tidak memenuhi kewajiban
seperti tersebut dalam Pasal 6 alinea pertama Kitab Undang-undang Hukum
Dagang dan Pasal 27 Ayat (1) ordonansi tentang maskapai andil Indonesia,
atau bahwa buku-buku dan surat-surat yang memuat catatan-catatan dan
tulisan-tulisan yang disimpan menurut pasal tadi, tidak dapat diperlihatkan-
nya dalam keadaan tak diubabh.

Pasal 399
Seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indone-
sia atau perkumpulan koperasi yang dinyatakan pailit atau yang penyelesaiannya
oleh pengadilan telah diperintahkan, diancam dengan pidana penjara paling lama
tujuh tahun, bila yang bersangkutan mengurangi secara curang hak-hak pemiutang
pada perseroan, maskapai atau perkumpulan untuk:

1. membuat pengeluaran yang tak ada, atau tidak membukukan pendapatan
atau menarik barang sesuatu dari budel.

2. telah memindahtangankan (vervreemden) barang sesuatu dengan cuma cuma
atau jelas di bawah harganya;

3. dengan suatu cara menguntungkan salah seorang pemiutang pada waktu
kepailitan atau penyelesaian, ataupun pada saat dia tahu bahwa kepailitan
atau penyelesaian tadi tak dapat dicegah lagi;

4. tidak memenuhi kewajibannya untuk membuat catatan menurut Pasal 6
alinea pertama Kitab Undang-undang Hukum Dagang atau Pasal 27 Ayat
(1) ordonansi tentang maskapai andil Indonesia, dan tentang menyimpan
dan memperlihatkan buku-buku, surat-surat, dan tulisan-tulisan menurut
pasal-pasal itu.

Pasal 400
Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan, barang
siapa yang untuk mengurangi dengan penipuan hak-hak pemiutang:

1. dalam hal pelepasan budel, kepailitan atau penyelesaian, atau pada waktu
diketahui akan terjadi salah satu di antaranya dan kemudian benar-benar
terjadi pelepasan budel, kepailitan atau penyelesaian, menarik barang se-
suatu dari budel atau menerima pembayaran, baik dari piutang yang belum
dapat ditagih maupun piutang yang sudah dapat ditagih, dalam hal terakhir
dengan diketahuinya bahwa kepailitan atau penyelesaian pengutang sudah
dimohonkan, atau akibat rundingan dengan pengutang;

2. padawaktu verifikasi piutang-piutang dalam hal pelepasan budel, kepailitan
atau penyelesaian, mengaku adanya piutang yang tak ada, atau memperbesar
jumlah piutang yang ada.

Pasal 401

(1) Seorang pemiutang yang menyetujui tawaran persetujuan di muka pengadil-
an karena telah ada persetujuan dengan pengutang maupun pihak ketiga di
mana si pengutang meminta keuntungan istimewa, diancam dengan pidana
penjara paling lama satu tahun empat bulan, bila persetujuan itu diterima.

(2) Dalam hal demikian itu pengutang juga diancam dengan pidana yang sama,
atau bila pengutang adalah perseroan, maskapai, perkumpulan atau yayasan,
yang diancam adalah pengurus atau komisaris yang mengadakan persetu-
juan.
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Pasal 402

Barang siapa dinyatakan dalam keadaan jelas tak mampu atau bila bukan
pengusaha, dinyatakan pailit atau dibolehkan melepaskan budel, diancam de-
ngan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan, bila yang bersangkutan
secara curang mengurangi hak-hak pemiutang dengan mengaku adanya penge-
luaran yang tak ada, atau menyembunyikan pendapatan, atau menarik barang
sesuatu dari budel, ataupun telah memindahtangankan barang sesuatu dengan
cuma-cuma atau jelas di bawah harganya, atau pada waktu ketidakmampuannya,
pelepasan budelnya atau kepailitannya, atau pada saat dia tahu bahwa salah satu
dari keadaan tadi tak dapat dicegah, menguntungkan salah seorang pemiutang
dengan suatu cara.

Pasal 403

Seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indo-
nesia atau perkumpulan koperasi di luar ketentuan Pasal 398, turut membantu
atau mengizinkan dilakukan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran
dasar, schingga perseroan, maskapai atau perkumpulan itu tak dapat memenuhi
kewajibannya, atau harus dibubarkan, diancam dengan pidana denda paling
banyak seratus lima puluh ribu rupiah.

Pasal 404
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun:

1. barang siapa dengan sengaja menarik barang milik sendiri, atau barang
orang lain untuk kepentingan pemiliknya, dari orang yang mempunyai
hak gadai, hak menahan, hak pungut hasil atau hak pakai atasnya;

2. barang siapa dengan sengaja untuk seluruhnya atau sebagian, me-
narik barang milik sendiri atau barang orang lain untuk kepentingan
pemiliknya, dari ikatan hipotek atasnya, dengan merugikan pemiutang
hipotek;
barang siapa dengan sengaja menarik seluruh atau sebagian barang,
yang olehnya dibebani ikatan panen, dari pemiutang dengan tang-
gungan itu, atau untuk kEpL'ntingan si pengutang dcngan tanggungan
itu, menarik suatu barang yang telah dijadikan tanggungan oleh si
pengutang, dengan merugikan si pemiutang;

4.  barang siapa dengan sengaja, untuk seluruhnya atau sebagian, menarik
suatu barang milik sendiri atau barang orang lain untuk kepentingan
pemiliknya, dari ikatan kredit atasnya, dengan merugikan si pemiutang
dengan ikatan kredit itu.

(2) Ketentuan Pasal 367 berlaku juga bagi kejahatan ini.

wd

Pasal 405
(1) Dalam hal pemidanaan karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam
Pasal 397, 399, 400, dan 402, yang bersalah dapat dicabut hak-haknya seperti
tersebut dalam Pasal 35 nomor 1- 4.
(2) Pemidanaan karena salah satu kejahatan seperti yang diterangkan dalam
Pasal 396- 402, dapat diperintahkan supaya putusan hakim diumumkan.
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BAB XXVII
MENGHANCURKAN ATAU MERUSAKKAN BARANG

Pasal 406

(1) Barang siapa dengan sengaja dan secara melawan hukum menghancurkan,
merusak, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu
yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana
penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling
banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Diancam dengan pidana yang sama orang yang dengan sengaja dan secara
melawan hukum membunuh, merusakkan, membuat tak dapat digunakan
atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang
lain.

Pasal 407

(1) Perbuatan perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 406, bila nilai kerugian
tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam dengan pidana pen-
jara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus
rupiah.

(2) Jika perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406 Ayat (2) itu dilakukan
dengan memasukkan bahan-bahan yang merusak nyawa atau kesehatan,
atau bila hewan itu termasuk dalam Pasal 101, maka ketentuan Ayat (1) tidak
berlaku.

Pasal 408
Barang siapa dengan sengaja dan secara melawan hukum menghancurkan,
merusak atau membuat tak dapat dipakai bangunan-bangunan kereta api, trem,
telegraf, telepon atau listrik, atau bangunan bangunan untuk memhendung air,
membagi air atau menyalurkan air, saluran gas, saluran air, atau saluran yang
digunakan untuk keperluan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama
empat tahun.

Pasal 409
Barang siapa yang karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan
bangunan-bangunan tersebut dalam pasal di atas dihancurkan, dirusakkan, atau
dibuat tak dapat dipakai, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu
bulan atau pidana denda paling banyak seribu lima ratus rupiah.

Pasal 410
Barang siapa dengan sengaja dan secara melawan hukum menghancurkan
atau membuat tak dapat dipakai suatu gedung atau kapal yang seluruhnya atau
sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima
tahun.
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Pasal 411
Ketentuan Pasal 367 berlaku bagi kejahatan yang diterangkan dalam bab
ini.

Pasal 412
Jika salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan oleh dua
orang atau lebih dengan bersekutu, maka pidananya dapat ditambah sepertiga,
kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 407 Ayat (1).

BAB XXVIII
KEJAHATAN JABATAN

Pasal 413
Seorang komandan Angkatan Bersenjata yang menolak atau dengan sengaja
mengabaikan untuk menggunakan kekuatan militer yang berada di bawah pe-
rintahnya, ketika diminta oleh penguasa sipil yang berwenang menurut undang-
undang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 414
(1) Seorang pejabat yang dengan sengaja meminta bantuan Angkatan Bersenjata
untuk melawan pelaksanaan ketentuan undang-undang, perintah penguasa
umum menurut undang-undang, putusan atau surat perintah pengadilan,
diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
(2) Jika pelaksanaan itu dihalang-halangi oleh perbuatan tersebut, maka vang
bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 415
Seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan
umum terus-menerus atau untuk sementara, yang dengan sengaja menggelapkan
uang atau surat berharga yang disimpannya karena jabatannya, atau membiar-
kan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau
membantu orang lain itu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan
pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 416
Seorang pejabat atau orang lain yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan
umum terus-menerus atau untuk sementara, yang dengan sengaja membuat secara
palsu atau memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemer-
iksaan administrasi, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 417
Seorang pejabat atau orang lain yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan
umum terus-menerus atau untuk sementara, yang dengan sengaja menggelapkan,
menghancurkan, merusakkan atau membuat tak dapat dipakai barang-barang
yvang diperuntukkan guna meyakinkan atau membuktikan di muka penguasa
yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang dikuasainya ka-
rena jabatannya, atau membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan,
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merusakkan atau membuat tak dapat dipakai barang-barang itu, atau membantu
dalam melakukan perbuatan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama
lima tahun enam bulan.

Pasal 418

Seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji, padahal dia tahu atau se-
harusnya diduganya bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau
kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut gikiran
orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungannya dengan jabatannya,
diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling
banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 419
Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, seorang pejabat:
1. yang menerima hadiah atau janji, padahal dia tahu bahwa hadiah atau janji
itu diberikan untuk membujuknya supaya melakukan atau tidak melakukan
sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
2. yang menerima hadiah, padahal dia tahu bahwa hadiah itu diberikan ke-
padanya karena dia telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam
jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pasal 420

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun:

1.  seorang hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal dia tahu bahwa
hadiah atau janji itu diberikan kepadanya untuk mempengaruhi putusan
perkara yang menjadi tugasnya;

2.  barang siapa menurut ketentuan undang-undang ditunjuk menjadi
penasihat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau
janji, padahal dia tahu bahwa hadiah atau janji itu diberikan kepadanya
untuk mempengaruhi nasihat tentang perkara yang harus diputus oleh
pengadilan.

(2) Jika hadiah atau janji itu diterima dengan sadar bahwa hadiah atau janji itu
diberikan kupadan}ra supaya dipidana dalam suatu perkara pidana, maka
yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas ta-
hun.

Pasal 421
Seorang pejabat yang dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa
seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam
dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Pasal 422

Seorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana pak-
saan, baik untuk memaksa orang supaya mengaku, maupun untuk mendapatkan
keterangan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
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Pasal 423
Seorang pejabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain
secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan menyalahgunakan kekua-
saannya untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran
dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam
dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Pasal 424
Scorang pejabat yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri
atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya,
menggunakan tanah negara di atas mana ada hak-hak pakai Indonesia, di ancam
dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Pasal 425
Diancam karena melakukan pemerasan dengan pidana penjara paling lama
tujuh tahun:

1. seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima,
atau memotong pembayaran, seolah-olah merupakan utang kepadanya, ke-
pada pejabat lainnya atau kepada kas umum, padahal dia lain bahwa tidak
demikian halnya;

2. seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau me-
nerima pekerjaan orang atau pemberian barang seolah-olah merupakan
utang kepada dirinya, padahal dia tahu bahwa tidak demikian halnya;

3. seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, seolah-olah sesuai
dengan aturan-aturan yang bersangkutan telah menggunakan tanah negara
yang atasnya ada hak-hak pakai Indonesia, dengan merugikan yang berhak
padahal dia tahu bahwa hal itu bertentangan dengan peraturan tersebut.

Pasal 426

(1) Seorang pejabat yang ditugasi menjaga orang yang dirampas kemerdekaan-
nya atas perintah penguasa umum atau atas putusan atau ketetapan pen-
gadilan, dengan sengaja membiarkan orang itu melarikan diri.atau dengan
sengaja melepaskannya, atau memberi pertolongan pada waktu orang itu
dilepaskan atau melepaskan diri, diancam dengan pidana penjara paling
lama empat tahun.

(2) Jika orang itu lari, dilepaskan, atau melepaskan diri karena kesalahan (keal-
paan) pejabat itu, maka yang bersangkutan diancam dengan pidana kurungan
paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima
ratus rupiah.

Pasal 427
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun:

1.  seorang pejabat dengan tugas menyidik perbuatan pidana, yang dengan
sengaja tidak memenuhi permintaan untuk menyatakan bahwa ada
orang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum, atau yang
dengan sengaja tidak memberitahukan hal itu kepada atasannya;

100 Visimedia



2.  seorang pejabat yang dalam menjalankan tugasnya mengetahui bahwa
ada orang yang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum,
dengan sengaja tidak memberitahukan hal itu dengan segera kepada
pejabat yang bertugas menyidik tindak pidana.

(2) Seorang pejabat yang karena kealpaannya menyebabkan apa yang dirumus-
kan dalam pasal ini terlaksana, diancam dengan pidana kurungan paling lama
tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 428

Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang
kepala lembaga pemasyarakatan tempat menutup orang terpidana, orang tahanan
sementara atau orang vang disandera, atau seorang kepala lembaga pendidikan
anak negara atau kepala rumah sakit jiwa, yang menolak memenuhi permantaan
menurut undang-undang supaya memperlihatkan orang yang dimasukkan ke
situ, atau supaya memperlihatkan register masuk, atau akta-akta yang menurut
aturan-aturan umum harus ada untuk memasukkan orang ke situ.

Pasal 429

(1) Seorang pejabat yang dengan melampaui kekuasaan atau tanpa meng-
indahkan cara-cara yang ditentukan dalam Peraturan umum, masuk ke da-
lam rumah atau ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai oleh orang
lain, atau bila berada di situ secara melawan hukum, tidak segera pergi atas
Permintaan yang berhak atau atas nama orang itu, diancam dengan pidana
penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling tinggi
empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Seorang pejabat yang pada waktu menggeledah rumah, dengan melampaui
kekuasaannya atau tanpa mengindahkan cara-cara yang ditentukan dalam
peraturan umum, memeriksa atau merampas surat-surat, buku-buku atau
kertas-kertas lain, diancam dengan pidana yang sama.

Pasal 430

(1) Seorang pejabat yang dengan melampaui kekuasaannya, menyuruh mem-
perlihatkan kepadanya atau merampas surat, kartu pos, barang atau paket
yang diserahkan kepada lembaga pengangkutan umum atau kabar kawat
yang ada dalam tangan pejabat telegrap atau dalam tangan orang lain yang
menjalankan tugas telegrap untuk keperluan umum, diancam dengan pidana
penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

(2) Pidana yang sama dijatuhkan kepada pejabat yang dengan melampaui
kekuasaannya, menyuruh seorang pejabat telepon atau orang lain yang
ditugasi pekerjaan telepon untuk keperluan umum, memberi keterangan
kepadanya tentang suatu percakapan yang dilakukan dengan perantaraan
lembaga itu.

Pasal 431
Seorang pejabat suatu lembaga umum untuk pengiriman yang dengan sengaja
dan secara melawan hukum membuka suatu surat, barang tertutup atau paket yang
diserahkan kepada lembaga itu, memeriksa isinya, atau memberitahukan isinya
kepada orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun.
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Pasal 432

(1) Seorang pejabat suatu lembaga umum untuk pengiriman yang dengan sengaja
memberikan kepada orang lain daripada yang berhak, surat tertutup, kartu
pos atau paket yang diserahkan kepada lembaga itu, atau menghancurkan,
menghilangkan, memiliki sendiri atau mengubah isinya, atau memiliki sendiri
barang sesuatu yang ada di dalamnya, diancam dengan pidana penjara paling
lama lima tahun. :

(2) Jika surat atau barang itu bemilai uang, maka pemilikan sendiri itu diancam
dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 433
Seorang pejabat telegrap atau telepon, atau orang lain yang ditugasi meng-
awasi pekerjaan pada lembaga telegrap atau telepon yang digunakan untuk
kepentingan umum, diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama dua tahun, bila dia dengan sengaja dan
secara melawan hukum memberitahukan kepada orang lain, kabar yang
diserahkan kepada jawatan telegrap atau telepon atau kepada lembaga
semacam itu, atau dengan sengaja dan secara melawan hukum membuka,
membaca, atau memberitahukan kabar telegrap atau telepon kepada orang
lain;

2. dengan pidana penjara paling lama lima tahun, bila dia dengan sengaja
memberikan kepada orang lain daripada yang berhak atau menghancurkan,
menghilangkan, memiliki sendiri atau mengubah isi suatu berita telegrap
atau telepon yang diserahkan kepada jawatan telegrap, telepon atau kepada
lembaga semacam itu.

Pasal 434
Seorang pejabat suatu lembaga umum untuk pengiriman, seorang pejabat
telegrap atau telepon atau orang lain yang dimaksud dalam Pasal 433, yang de-
ngan sengaja membiarkan orang lain melakukan salah satu perbuatan tersebut
dalam Pasal 431-433, atau membantu orang lain dalam perbuatan itu, diancam
dengan pidana menurut perbedaan-perbedaan yang ditetapkan dalam pasal-
pasal tersebut.

Pasal 435
Seorang pejabat yang secara langsung maupun tidak langsung dengan sengaja
turut serta dalam pemborongan, penyerahan atau persewaan, yang pengurusannya
atau pengawasannya, ketika perbuatan itu ditakukan, seluruhnya atau sebagian
diserahkan kepadanya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan
bulan atau pidana denda paling banyak delapan belas ribu rupiah.

Pasal 436
(1) Barang siapa menurut hukum yang berlaku bagi kedua belah pihak mempu-
nyai kewenangan melangsungkan perkawinan seseorang, padahal dia tahu
bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan orang itu yang telah ada
menjadi halangan untuk itu berdasarkan undang-undang, diancam dengan
pidana penjara paling lama tujuh tahun.
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(2) Barang siapa menurut hukum yang berlaku bagi kedua belah pihak mem-
punyai kewenangan melangsungkan perkawinan seseorang, padahal dia
tahu ada halangan untuk itu berdasarkan undang-undang, diancam dengan
pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda
paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 437
Dalam hal pemidanaan berdasarkan Pasal 415, 419, 420, 423, 424, 425, 432
Ayat (2), dan Pasal 436 Ayat (1), dapat dijatuhkan pencabutan hak-hak tersebut
dalam Pasal 35 nomor 3 dan 4.

BAB XXIX
KEJAHATAN PELAYARAN

Pasal 438

(1) Diancam karena melakukan pembajakan di laut:

1.  dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, barang siapa masuk
bekerja menjadi nakhoda atau menjalankan pekerjaan itu di sebuah
kapal, padahal dia tahu bahwa kapal itu diperuntukkan atau digunakan
untuk melakukan perbuatan kekerasan di lautan bebas terhadap kapal
lain atau terhadap orang dan barang di atasnya, tanpa mendapat kuasa
dari sebuah negara yang berperang atau tanpa masuk angkatan laut
suatu negara yang diakui;

2. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, barang siapa
mengetahui tujuan atau penggunaan kapal itu, masuk bekerja menjadi
anak buah kapal tersebut atau dengan sukarela terus menjalankan
pekerjaan tersebut setelah hal itu diketahui olehnya, atau barang siapa
termasuk anak buah kapal tersebut.

(2) Disamakan dengan tidak punya surat kuasa, bila melampaui apa yang
dikuasakan, demikian juga bila memegang surat kuasa dari negara-negara
yang berperang satu dengan yang lainnya.

(3) TPasal 89 tidak diterapkan

Pasal 439
(1) Diancam karena melakukan pembajakan di tepi laut dengan pidana penjara
paling lama lima belas tahun, barang siapa dengan memakai kapal melakukan
perbuatan kekerasan terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang
vang ada di atasnya, di perairan Indoneia.
(2) Yang dimaksud dengan wilayah laut Indonesia adalah wilayah seperti yang

dimaksud dalam “Territoriale zee en maritieme kringen ordonnantie, S. 1939-
. 442",

Pasal 440
Diancam karena melakukan pembajakan di pantai dengan pidana penjara
paling lama lima belas tahun, barang siapa yang di darat, di perairan sekitar pantai
atau muara sungai, melakukan perbuatan kekerasan terhadap orang atau barang
yang ada di situ, setelah terlebih dahulu menyeberangi lautan seluruhnya atau
sebagiannya untuk tujuan tersebut,
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Pasal 441
Diancam karena melakukan pembajakan di sungai dengan pidana penjara
paling lama lima belas tahun, barang siapa dengan memakai kapal melakukan
perbuatan kekerasan di sungai terhadap kapal lain atau terhadap orang atau ba-
rang yang ada di atasnya, setelah dia datang ke tempat itu untuk tujuan tersebut
dengan kapal dari tempat lain.

Pasal 442
Diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, barang siapa
menerima atau melakukan pekerjaan sebagai komandan atau pemimpin sebuah
kapal, padahal dia tahu bahwa kapal itu diperuntukkan atau digunakan untuk
melakukan salah satu perbuatan tersebut dalam Pasal 439-441.

Pasal 443
Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun, barang siapa
menerima atau melakukan pekerjaan sebagai anak buah kapal di sebuah kapal,
padahal dia tahu bahwa kapal itu diperuntukkan atau digunakan untuk melaku-
kan salah satu perbuatan tersebut dalam Pasal 439-441 ataupun dengan sukarela
tetap bekerja di kapal itu sesudah diketahuinya bahwa kapal itu digunakan seperti
diterangkan di atas.

Pasal 444
Bila perbuatan kekerasan yang tersebut dalam Pasal 438-441 mengakibat-
kan seseorang di kapal yang diserang atau seseorang yang diserang itu mati,
maka nakhoda, komandan atau pemimpin kapal dan mereka yang turut serta
melakukan perbuatan kekerasan itu, diancam dengan pidana mati, pidana pen-
jara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua
puluh tahun.

Pasal 445
Barang siapa memperlengkapi kapal atas biaya sendiri atau orang lain,
dengan maksud untuk digunakan seperti yang diterangkan dalam Pasal 438, atau
dengan maksud untuk melakukan salah satu perbuatan tersebut dalam Pasal 439-
441, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 446
Barang siapa atas biaya sendiri atau orang lain, secara langsung atau tidak
langsung turut melaksana-kan penyewaan, pemuatan atau pertanggungan sebuah
kapal, padahal dia tahu bahwa kapal itu akan digunakan seperti yang diterangkan
dalam Pasal 438, atau untuk melakukan salah satu perbuatan tersebut dalam Pasal
439-441, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 447
Barang siapa dengan sengaja menyerahkan sebuah kapal Indonesia kepada
kekuasaan bajak laut, bajak tepi laut, bajak pantai, dan bajak sungai, diancam:
1. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, bila dia adalah nakhoda
kapal itu;
2. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, dalam hal-hal yang
lain.
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Pasal 448

Seorang penumpang kapal Indonesia yang merampas kekuasaan atas kapal
itu secara melawan hukum, diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 449
Seorang nakhoda sebuah kapal Indonesia yang menarik kapal itu dari
pemiliknya atau dari pengusahanya dan memakainya untuk kepentingan sendiri,
diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan.

Pasal 450

Seorang warga negara Indonesia yang tanpa izin Pemerintah Indonesia
menerima surat bajak, maupun menerima atau menjalankan pekerjaan sebagai
nakhoda sebuah kapal, padahal dia tahu bahwa kapal itu diperuntukkan atau di-
gunakan untuk pelayaran pembajakan tanpa izin Pemerintah Indonesia, diancam
dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 451
Seorang warga negara Indonesia yang menerima pekerjaan sebagai anak
buah kapal di sebuah kapal, padahal dia tahu bahwa kapal itu diperuntukkan
atau digunakan untuk pelayaran pembajakan tanpa izin Pemerintah Indonesia,
ataupun dengan sukarela tetap bekerja sebagai anak buah kapal sesudah dia tahu

tujuan atau penggunaan kapal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama
empat tahun.

Pasal 451 bis
(1) Seorang nakhoda sebuah kapal Indonesia yang menyuruh membuat surat
keterangan kapal, yang diketahuinya bahwa isinya tidak benar, diancam
dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
(2) Anak buah kapal yang turut serta menyuruh membuat surat keterangan
kapal yang diketahuinya bahwa isinya tidak benar, diancam dengan pidana
penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Pasal 451 ter
Barang siapa untuk memenuhi peraturan dalam Ayat (3) Pasal 12 aturan tentang
pendaftaran kapal memperlihatkan surat keterangan yang diketahuinya bahwa
isinya tidak benar, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 452

(1) Barang siapa dalam berita acara suatu keterangan kapal, menyuruh
menulis keterangan palsu tentang suatu keadaan yang kebenarannya harus dinya-
takan dalam akta itu, dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang
lain menggunakan akta itu, seolah-olah keterangannya sesuai dengan kenyataan,
diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, bila penggunaan akta
itu dapat menimbulkan kerugian.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja meng-
gunakan akta itu seolah-olah isinya sesuai dengan kenyataan, bila penggunaan
akta itu dapat menimbulkan kerugian.
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Pasal 453
Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, se-
orang nakhoda kapal Indonesia yang sesudah dimulai penerimaan atau penyewaan
anak buah kapal tetapi sebelum perjanjian kerjanya habis, dengan sengaja dan
secara melawan hukum menarik diri dati pimpinan kapal itu.

Pasal 454
Diancam,karena melakukan desersi, dengan pidana penjara paling lama satu
tahun empat bulan, seorang anak buah kapal yang, bertentangan dengan kewa-
jibannya menurut perjanjian kerja, menarik diri dari tugasnya di kapal Indonesia,
bila menurut keadaan pada waktu melakukan perbuatan, ada kekhawatiran timbul
bahaya bagi kapal, penumpang atau muatan kapal itu.

Pasal 455
Diancam karena melakukan desersi biasa, dengan pidana penjara paling
lama empat bulan dua minggu, seorang anak buah kapal Indonesia, yang de-
ngan sengaja dan secara melawan hukum tidak mengikuti atau tidak meneruskan
perjalanan yang telah disetujuinya.

Pasal 456
Dicabut dg. S. 1934-214 jO. 1938-2.

Pasal 457
Pidana yang ditentukan dalam Pasal 454 dan 455 dapat dilipatduakan, bila
dua orang atau lebih dengan bersekutu melakukan kejahatan itu, atau bila ke-
jahatan itu dilakukan akibat permufakatan untuk berbuat demikian.

Pasal 458

(1) Seorang pengusaha, pemegang buku, atau nakhoda kapal Indonesia yang
menerima seorang anak buah kapal untuk bekerja, padahal mengetahui
bahwa anak buah kapal itu belum lewat sebulan sejak menarik diri dari
persetujuannya dengan kapal Indonesia seperti diterangkan dalam Pasal
454 atau 455, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua
minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Perbuatan tersebut tidak dipidana, bila penerimaan kerja dilakukan di luar
Indonesia dengan izin konsul Indonesia, atau kalau ini tidak ada, atas per-
mintaan penguasa setempat.

Pasal 459

(1) Seorang penumpang kapal Indonesia yang di atas kapal menyerang nakhoda,
melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan sengaja
merampas kebebasannya untuk bergerak, atau seorang anak buah kapal
Indonesia, yang di atas kapal dalam menjalankan pekerjaannya berbuat
demikian terhadap orang yang lebih tinggi pangkatnya, diancam karena
melakukan insubordinasi dengan pidana penjara paling lama dua tahun
delapan bulan.
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(2) Yang bersalah diancam dengan:
1. pidana penjara paling lama empat tahun, bila kejahatan itu atau per-
buatan-perbuatan lain yang menyertainya mengakibatkan luka-luka;
2. pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan, bila mengaki-
batkan luka berat;
3. pidana penjara paling lama dua belas tahun, bila mengakibatan
kematian.

Pasal 460
(1) Insubordinasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,
diancam karena metakukan pemberontakan di kapal dengan pidana penjara
paling lama tujuh tahun.
(2) Yang bersalah diancam dengan:

1. pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan, bila kejahatan
itu atau perbuatan-perbuatan lain yang menyertainya mengakibatkan
luka-luka;

2. pidana penjara paling lama dua belas tahun, bila mengakibatkan luka
berat;

3. pidana penjara paling lama lima belas tahun, bila mengakibatkan
kematian.

Pasal 461

Barang siapa di atas kapal Indonesia menghasut supaya ada pemberontakan,
diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Pasal 462
Jika dua orang anak buah kapal Indonesia atau lebih dengan bersekutu atau
akibat permufakatan jahat tidak mau melakukan pekerjaan, mereka diancam
dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Pasal 463
Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, seorang anak
buah kapal Indonesia yang sesudah dikenakan tindakan disiplin karena tidak man
melakukan pekerjaan, masih tetap tidak mau melakukan pekerjaan.

Pasal 464
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana
denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah seorang penumpang
kapal Indonesia:

1.  yang dengan sengaja tidak menuruti perintah nakhoda yang diberikan
untuk keamanan atau untuk meneguhkan ketertiban dan disiplin di
atas kapal;

2.  vang tidak memberi pertolongan menurut kemampuannya kepada
nakhoda, ketika dia tahu bahwa kemerdekaan nakhoda itu untuk ber-
gerak telah ::Iirampas;

3. yang dengan sengaja tidak memberitahukan kepada nakhoda pada
saat yang tepat, ketika dia tahu ada orang yang bermaksud melakukan
insubordinasi.
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(2) Ketentuan tersebut dalam No. 3 tidak berlaku bila insubordinasi tidak
terjadi

Pasal 465
Pidana yang diancam pada Pasal 448, 451, 454, 455 dan 459-464 dapat ditam-
bah sepertiga, bila yang melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam
pasal itu, berpangkat perwira kapal.

Pasal 466

Seorang nakhoda kapal Indonesia yang dengan maksud menguntungkan diri
sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau untuk menutupi perbuatan itu
menjual kapalnya, atau meminjam uang dengan mempertanggungkan kapalnya
atau perlengkapan kapal itu atau perbekalannya, atau menjual atau menggadaikan
barang muatan atau barang perbekalan kapal itu, atau memperhitungkan keru-
gian atau pengeluaran yang dibuat-buat, atau tidak menjaga supaya buku-buku
harian di kapal dipelihara menurut undang-undang, ataupun tidak mengurus
keselamatan surat-surat kapal ketika meninggalkan kapalnya, diancam dengan
pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 467
Seorang nakhoda kapal Indonesia, yang dengan maksud untuk mengun-
tungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau untuk menutupi
perbuatan itu, mengubah haluan kapalnya, diancam dengan pidana penjara paling
lama empat tahun.

Pasal 468
Seorang nakhoda kapal Indonesia yang bukan karena terpaksa atau berten-
tangan dengan hukum yang berlaku baginya, meninggalkan kapalnya di tengah
perjalanan, dan juga menyuruh atau memberi izin kepada anak buahnya untuk
berbuat demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam
bulan.

Pasal 469

(1) Seorang nakhoda kapal Indonesia yang bukan karena terpaksa dan tanpa
sepengetahuan pemilik atau pengusaha kapal, melakukan atau membiarkan
ditakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa karena itu kapalnya atau
muatannya kemungkinan ditangkap, ditahan atau dirintangi, diancam de-
ngan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda
paling banyak sembilan ribu rupiah.

(2) Seorang penumpang kapal yang bukan karena terpaksa dan tanpa sepenge-
tahuan nakhoda melakukan perbuatan yang sama dengan akibat seperti itu
juga, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana
denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Pasal 470
Seorang nakhoda kapal Indonesia yang bukan karena terpaksa sengaja tidak
memberi kepada penumpang kapalnya apa yang wajib diberikan kepadanya, di-
ancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana
denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
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Pasal 471
Scorang nakhoda kapal Indonesia yang dengan sengaja membuang barang
muatan bukan karena terpaksa dan bertentangan dengan hukum yang berlaku
baginya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan
atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 472
Barang siapa dengan sengaja dan secara melawan hukum, menghancurkan,
merusakkan, atau membuat tak dapat dipakai muatan, perbekatan, atau barang
keperluan yang ada dalam kapal, diancam dengan pidana penjara paling lama
dua tahun delapan bulan.

Pasal 472 bis
Barang siapa turut berlayar di atas sebuah kapal sebagai sebagai penumpang
gelap, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan.

Pasal 473
Seorang nakhoda yang memakai bendera Indonesia, padahal dia tahu bahwa
dia tidak berhak untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun
cmpat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 474
Seorang nakhoda yang dengan sengaja memakai tanda-tanda pada kapalnya
schingga menimbulkan kesan seakan-akan kapalnya adalah kapal perang Indo-
nesia, kapal Angkatan Laut atau kapal pemandu yang bekerja di perairan atau
terusan laut Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan
dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 475
Barang siapa yang bukan karena terpaksa melakukan pekerjaan nakhoda, juru
mudi atau masinis di kapal Indonesia, padahal dia tahu bahwa kewenangannya
untuk berlayar telah dicabut oleh penguasa yang berwenang, diancam dengan
pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak
sembilan ribu rupiah.

Pasal 476
Seorang nakhoda kapal Indonesia yang tanpa alasan yang sah menolak untuk
memenuhi permintaan berdasarkan undang-undang untuk menerima di kapalnya
seorang terdakwa atau terpidana beserta benda-benda yang berhubungan dengan
perkaranya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu
atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 477
(1) Seorang nakhoda kapal Indonesia yang dengan sengaja membiarkan seorang
terdakwa atau terpidana lari atau melepaskan orang itu, atau memberi ban-
tuan ketika dilepaskan atau melepaskan diri, padahal orang itu diterima di
kapalnya alas permintaan berdasarkan undang-undang, diancam dengan
pidana penjara paling lama empat tahun.
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(2) Jika orang itu lari, dilepaskan atau melepaskan diri karena kealpaan nakhoda
itu, maka dia diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau
pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 478
Seorang nakhoda kapal Indonesia yang dengan sengaja tidak memenuhi
kewajibannya menurut alinea pertama Pasal 358a Kitab Undang-undang Hukum
Dagang untuk memberi pertolongan kalau kapalnya terlibat dalam suatu tabrakan,
diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 479
Dalam hal pemidanaan karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam
Pasal 438-449, 446, dan 467, dapat dijatuhkan pencabutan hak-hak tersebut dalam
Pasal 35 nomor 1- 4

BAB XXX
KEJAHATAN PENERBANGAN DAN KEJAHATAN
TERHADAP SARANA/PRASARANA PENERBANGAN

Pasal 479a

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, membuat
tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu-lintas
udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut,
dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun;

(2) Dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun jika karena perbuatan
itu timbul bahaya bagi keamanan lalu-lintas udara;

(3) Dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun jika karena per-
buatan itu mengakibatkan matinya orang.

Pasal 479b

(1) Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan hancurnya, tidak dapat
dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu-lintas udara,
atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut, dipidana dengan
pidana penjara selama-lamanya tiga tahun;

(2) Dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, jika karena perbuatan
itu timbul bahaya bagi keamanan lalu-lintas udara;

(3) Dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika karena perbuatan
itu mengakibatkan matinya orang.

Pasal 479c¢

(1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, meru-
sak, mengambil atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan
penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau
memasang tanda atau alat yang keliru, dipidana dengan pidana penjara
selama-lamanya enam tahun;

(2) Dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika karena perbuat-
an itu timbul bahaya bagi keamanan penerbangan;
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(3) Dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika karena per-
buatan itu timbul bahaya bagi keamanan penerbangan dan mengakibatkan
celakanya pesawat udara;

(4) Dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika karena per-
buatan itu timbul bahaya bagi keamanan penerbangan dan mengakibatkan
matinya orang,.

Pasal 479d
Barang siapa karena kealpaan menyebabkan tanda atau alat untuk peng-
amanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan tidak
dapat bekerja atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan
penerbangan yang keliru, dipidana:
a. dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, jika karena perbuatan
itu menyebabkan penerbangan tidak aman;
b. dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, jika karena perbuatan
itu mengakibatkan celakanya pesawat udara;
c. dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika karena perbuatan
itu mengakibatkan matinya orang.

Pasal 479¢
Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan atau
membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan
tahun.

Pasal 479f
Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghan-
curkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara, dipidana:
a. dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika karena per-
buatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
b. dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara untuk selama-
lamanya dua puluh tahun, jika karena perbuatan itu mengakibatkan matinya
orang.

Pasal 479g
Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, han-
cur, tidak dapat dipakai atau rusak, dipidana:
a. dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, jika karena perbuatan
itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
b. dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika karena perbuatan
itu mengakibatkan matinya orang.

Pasal 479h
(1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang
lain dengan melawan hukum, atas kerugian penanggung asuransi menim-
bulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan, kehancuran, kerusakan atau
membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara, yang dipertanggungkan
terhadap bahaya tersebut di atas atau yang dipertanggungkan muatannya
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maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, atau-
pun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan,
dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun;

(2) Apabilayang dimaksud pada Ayat (1) pasal ini adalah pesawat udara dalam
penerbangan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas
tahun:

(3) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang
lain dengan melawan hukum atas kerugian penanggung asuransi, menyebab-
kan penumpang pesawat udara yang dipertanggungkan terhadap bahaya,
mendapat kecelakaan, dipidana:

a. dengan pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun, jika karena
perbuatan itu menyebabkan luka berat;

b. dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika karena
perbuatan itu mengakibatkan matinya orang.

Pasal 479i
Barang siapa dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum
merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara
dalam penerbangan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas
tahun.

Pasal 479)

Barang siapa dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman ke-
kerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan
perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan,
dipidana dengan pidana penjara selama lamanya lima belas tahun.

Pasal 479k

(1) Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-
lamanya dua puluh tahun, apabila perbuatan dimaksud Pasal 479 huruf i dan
Pasal 479 huruf jitu:

dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

sebagai kelanjutan permufakatan jahat;

dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu;

mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara tersebut, sehingga dapat

membahayakan penerbangannya;
e. dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau

meneruskan merampas kemerdekaan seseorang;

f. mengakibatkan luka berat seseorang,.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang atau hancumya pesawat
udara itu, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup
atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun.

an TP

Pasal 479 1
Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan
kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika
perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut, dipidana
dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.
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Pasal 479m
Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara
dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang me-
nyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan, di-
pidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Pasal 479n

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau me-
nyebabkan ditempatkannya didalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apa
pun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara atau menyebabkan
kerusakan pesawat udara tersebut yang membuatnya tidak dapat terbang atau
menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan
keamanan dalam penerbangan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya
lima belas tahun.

Pasal 4790

(1) Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-
lamanya dua puluh tahun apabila perbuatan dimaksud Pasal 479 hurut 1,
Pasal 479 huruf m, dan Pasal 479 huruf n itu:
a. dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
b. sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat;
c. dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu;
d. mengakibatkan luka berat bagi seseorang.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang atau hancurnya pesawat
udara itu, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup
atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun.

Pasal 479p
Barang siapa memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan
karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerban-
gan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Pasal 479q
Barang siapa di dalam pesawat udara, melakukan perbuatan yang dapat
membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan, dipidana
dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

Pasal 479r
Barang siapa di dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang
dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam pen-
erbangan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun.
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BAB XXXI
PEMUDAHAN DALAM TINDAK PIDANA

Pasal 480

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda
paling banyak sembilan ratus rupiah karena penadahan:
1.  barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima seba-
gai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan,
menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan,
suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh
dari kejahatan;
barang siapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya
atau sepatutnya harus diduganya bahwa diperoleh dari kejahatan.

[

Pasal 481

(I} Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan dengan sengaja membeli,
menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang vang
diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh
tahun.

(2) Yang bersalah dapat dijatuhi pencabutan hak-hak tersebut dalam Pasal 35
nomor 1- 4 dan haknya untuk melakukan pekerjaan dalam mana kejahatan
itu dilakukan.

Pasal 482
Perbuatan tersebut dalam Pasal 480, diancam karena penadahan ringan
dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak
sembilan ratus rupiah, bila denda tersebut diperoleh dari salah satu kejahatan
yang diterangkan dalam Pasal 364, 373, dan 379.

Pasal 483

Barang siapa menerbitkan suatu tulisan atau suatu gambar yang karena
sifalnya dapat dikenakan pidana, diancam dengan pidana penjara paling lama
satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana
denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, bila:
I.  nama si pelaku tidak diketahui dan juga tidak diberitahukan namanya
oleh penerbit pada peringatan pertama sesudah penuntutan berjalan
terhadapnya;
penerbit sudah mengetahui atau patut menduga bahwa sewaktu tulisan atau
gambar itu diterbitkan, si pelaku tak dapat dituntut atau akan menetap di
luar Indonesia.

2

Pasal 484
Barang siapa mencetak tulisan atau gambar yang karena sifatnya dapat
dikenakan pidana, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat
bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling
banyak empat ribu lima ratus rupiah, bila:
1. orang yang menyuruh mencetak tulisan atau gambar itu tidak diketahui, dan
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setelah ditentukan penuntutan, pada teguran pertama tidak diberitahukan
olehnya;

2. pencetak mengetahui atau seharusnya menduga bahwa orang yang menyuruh
mencetak pada saat tulisan atau gambar itu diterbitkan, tidak dapat dituntut
atau menetap di luar Indonesia.

Pasal 485
Bila sifat tulisan itu atau gambar itu merupakan kejahatan yang hanya dapat
dituntut atas pengaduan, maka penerbit atau pencetak dalam kedua pasal tersebut
di atas hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena kejahatan itu.

BAB XXXII
ATURAN TENTANG PENGULANGAN KEJAHATAN
YANG BERSANGKUTAN DENGAN BERBAGAI BAB

Pasal 486

Pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 127, 204 Ayat (1), 244-248, 253-
260 bis., 263, 264, 266-268, 274, 362, 363, 365 Ayat (1), (2) dan (3), 368 Ayat (1) dan
(2) sepanjang di situ ditunjuk kepada Ayat (2) dan (3) Pasal 365, Pasal 369, 372,
374, 375, 378, 380, 381-383, 385-388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432 Ayat (2),
452, 466, 480 dan 481, demikian juga pidana penjara selama waktu tertentu yang
diancam menurut Pasal 204 Ayat (2), 365 Ayat (4) dan 368 Ayat (2), sejauh di situ
ditunjuk kepada Ayat (4) Pasal 365, dapat ditambah dengan sepertiga, bila yang
bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak dia menjalani
seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik
karena salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal-pasal itu, maupun
karena salah satu kejahatan yang dimaksud dalam salah satu dari Pasal 140-143
145 dan 149 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara, atau sejak dia dibe-
baskan sama sekali dari pidana itu atau bila pada waktu melakukan kejahatan itu
kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.

Pasal 487

Pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 131, 140 Ayat (1), 141, 170, 213,
214, 338, 341, 342, 344, 347, 348, 351, 353-355, 438-443, 459, dan 460, demikian juga
pidana penjara selama waktu tertentu yang diancam menurut Pasal 104, 130 Ayat
(2) dan (3), Pasal 140 Ayat (2) dan (3), 339, 340, dan 444, dapat ditambah sepertiga,
bila yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak dia
menjalani seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya,
baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu maupun
karena salah satu kejahatan yang dimaksudkan dalam Pasal 106 Ayat (2) dan (3),
107 Ayat (2) dan (3), 108 Ayat (2), 109 sejauh kejahatan yang dilakukan itu atau per-
buatan yang menyertainya menyebabkan luka-luka atau kematian, Pasal 131 Ayat
(2) dan (3), 137, dan 138 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara, atau sejak
dia dibebaskan sama sekali dari pidana tersebut, atau bila pada waktu melakukan
kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.
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Pasal 488

Pidana yang ditentukan dalam Pasal 134-138, 142—144, 207, 208, 310-321,
483, dan 484, dapat ditambah sepertiga, bila yang bersalah ketika melakukan
kejahatan belum lewat lima tahun sejak dia menjalani seluruhnya atau sebagian
pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya karena salah satu kejahatan yang
diterangkan dalam pasal-pasal itu, atau sejak dia dibebaskan sama sekali dari
pidana itu atau bila pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan
pidana tersebut belum daluwarsa.
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BAB I
PELANGGARAN TERHADAP KEAMANAN UMUM
BAGI ORANG ATAU BARANG DAN KESEHATAN

Pasal 489
(1) Kenakalan terhadap orang atau barang, yang dapat mendatangkan bahaya,
kerugian atau kesusahan, diancam dengan pidana denda paling banyak dua
ratus dua puluh lima rupiah.
(2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya
pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidana
denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama tiga hari.

Pasal 490
Diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda
paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah:

1. barang siapa menghasut hewan terhadap orang atau terhadap hewan yang
sedang ditunggangi, atau yang sedang menarik kereta atau kendaraan, atau
sedang memikul muatan;

2. barang siapa tidak mencegah hewan yang ada di bawah penjagaannya, bila
hewan itu menyerang orang atau hewan yang lagi ditunggangi, atau yang
sedang menarik kereta atau kendaraan, atau sedang memikul muatan;

3. barang siapa tidak menjaga secukupnya binatang buas yang berada di bawah
penjagaannya, supaya tidak menimbulkan kerugian;

4. barang siapa memelihara binatang buas yang berbahaya tanpa memberita-
hukan hal itu kepada polisi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, atau
tidak menaati peraturan yang diberikan oleh pejabat tersebut tentang hal
itu.

Pasal 491
Diancam dengan pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh
rupiah:

1. barang siapa, yang diwajibkan menjaga orang gila yang berbahaya bagi
dirinya sendiri maupun orang lain, membiarkan orang itu berjalan ke mana-
mana tanpa dijaga;

2.  barang siapa, yang diwajibkan menjaga seorang anak, meninggalkan anak
itu tanpa dijaga sehingga hal itu dapat menimbulkan bahaya bagi anak itu
atau orang lain.

Pasal 492

(1) Barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintangi lalu-lintas,
atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keselamatan orang lain, atau
melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan
mengadakan tindakan penjagaan tertentu terlebih dahulu supaya jangan
membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan pidana
kurungan paling lama enam hari atau pidana denda paling banyak tiga ratus
tujuh puluh lima rupiah.
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(2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya
pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, atau karena
hal yang disebutkan dalam Pasal 536, dijatuhkan pidana kurungan paling
lama dua minggu.

Pasal 493

Barang siapa secara melawan hukum di jalan umum membahayakan ke-
bebasan bergerak orang lain, atau terus mendesakkan dirinya bersama dengan
seorang atau lebih kepada orang lain yang tidak menghendaki hal itu dan sudah
menyatakannya dengan tegas, atau mengikuti orang lain secara mengganggu,
diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda
paling banyak seribu lima ratus rupiah.

Pasal 494
Diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima
rupiah:

1. barang siapa tidak mengadakan penerangan secukupnya dan tanda-tanda
menurut kebiasaan pada galian atau tumpukan tanah di jalan umum, yang
dibuat oleh atau atas perintahnya, atau pada benda yang ditaruh di situ oleh
atau atas perintahnya;

2. barang siapa tidak mengambil tindakan seperlunya pada waktu melakukan
suatu pekerjaan di atas atau di pinggir jalan umum untuk memberi tanda
bagi yang lewat di situ mengenai kemungkinan adanya bahaya;

3. barang siapa menaruh atau menggantungkan sesuatu di atas suatu ba-
ngunan, melemparkan atau menuangkan sesuatu dari situ sehingga oleh
karenanya dapat timbul kerugian pada orang yang sedang menggunakan
jalan umum;

4.  barang siapa membiarkan hewan tunggangan, hewan penarik atau hewan
pengangkut di jalan umum tanpa mengambil tindakan penjagaan agar tidak
menimbulkan kerugian;

5. barang siapa membiarkan ternak berkeliaran di jalan umum tanpa mengambil
tindakan penjagaan, agar tidak menimbulkan kerugian;

6. Dbarang siapa tanpa izin penguasa yang berwenang, menghalang-halangi
suatu jalan umum di darat maupun di air atau menimbulkan rintangan
karena pemakaian kendaraan atau kapal yang tidak semestinya.

Pasal 495

(1) Barang siapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu
memasang ranjau perangkap, jerat, atau perkakas lain untuk menangkap atau
membunuh binatang buas di tempat yang dilalui orang, diancam dengan
pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

(2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya
pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidana
denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama enam hari.

Pasal 496

Barang siapa membakar barang tak bergerak milik sendiri tanpa izin kepala
polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana denda paling
tinggi tujuh ratus lima puluh rupiah.
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Pasal 497
Diancam dengan pidana denda paling tinggi tiga ratus tujuh puluh lima
rupiah:

1. barang siapa menyalakan api atau tanpa perlu menembakkan senjata api di
jalan umum atau di pinggimya, ataupun di tempat yang sedemikian dekatnya
dengan bangunan atau barang, hingga dapat timbul bahaya kebakaran;

2. barang siapa melepaskan balon angin yang membawa bahan-bahan me-
nyala.

Pasal 498
Dicabut dg. 5. 1932-143 jo. S. 1933-9.

Pasal 499
Dicabut dg. S.1932-143 jo. S. 1933-9.

Pasal 500
Barang siapa membuat obat ledak, mata peluru atau peluru untuk senjata
api, tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, diancam dengan
pidana kurungan paling lama sepuluh hari atau pidana denda paling banyak tujuh
ratus lima puluh rupiah.

Pasal 501

(1) Diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima
rupiah:

1. barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau
menyimpan untuk dijual atau dibagikan, barang makanan atau minum-
an yang dipalsukan atau yang busuk, ataupun air susu dari ternak yang
sakit atau yang dapat mengganggu kesehatan;

2. barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan daging
ternak yang dipotong karena sakit atau mati dengan sendirinya tanpa
izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.

(2) Bila pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lewat dua tahun sejak
adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama,
pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama enam
hari.

Pasal 502
(I) Barang siapa tanpa izin penguasa yang berwenang, berburu atau membawa
senjata api ke dalam hutan negara di mana hal itu dilarang tanpa izin, diancam
dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling
banyak tiga ribu rupiah.
(2) Binatang yang ditangkapnya atau ditembaknya serta perkakas dan senjata
yang digunakan dalam pelanggaran itu, dapat dirampas
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BAB II
PELANGGARAN KETERTIBAN UMUM

Pasal 503

Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda

paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah:

1. barang siapa membuat kebingaran atau keriuhan yang dapat mengganggu
tetangga dalam tidur malamnya;

2. barang siapa membuat kegaduhan di dekat bangunan untuk melakukan
ibadat yang diizinkan atau untuk sidang pengadilan, pada waktu ada ibadat
atau sidang,.

Pasal 504
(1) Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan
pengemisan dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.
(2) Pengemisan yang dilakukan bersama-sama oleh tiga orang atau lebih, yang
masing-masing berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana
kurungan paling lama tiga bulan.

Pasal 505
(1) Barang siapa bergelandangan tanpa mempunyai mata pencaharian, diancam
karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga
bulan.
(2) Pergelandangan yang dilakukan bersama-sama oleh tiga orang atau lebih,
yang masing-masing berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan
pidana kurungan paling lama enam bulan.

Pasal 506
Barang siapa mengambil keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita
dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, diancam dengan pidana kurungan
paling lama satu tahun.

Pasal 507

Diancam dengan pidana denda paling banyak dua ribu dua ratus lima puluh
rupiah:
1. barang siapa tanpa wewenang memakai suatu gelar ningrat, atau suatu tanda

kehormatan Indonesia;
2.  barang siapa tanpa izin Presiden, bila hal itu diperlukan, menerima suatu
tanda kehormatan, gelar, pangkat atau derajat dari negara asing;
barang siapa memberi nama yang palsu ketika ditanya oleh penguasa yang
berwenang tentang namanya.

5-'-‘

Pasal 508
Barang siapa tanpa wewenang memakai dengan sedikit penyimpangan suatu
nama atau tanda jasa yang menurut ketentuan undang-undang hanya boleh di-
pakai oleh suatu perkumpulan atau personal perkumpulan, atau personal dinas
kesehatan tentara, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau
pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
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Pasal 508 bis

Barang siapa di muka umum tanpa wewenang memakai pakaian yang sangat
mirip dengan pakaian jabatan yang ditetapkan untuk pegawai negeri atau pejabat
vang bekerja pada negara, pada suatu propinsi, pada suatu daerah yang berdiri
sendiri yang dibentuk atau yang diakui dengan undang undang sehingga patut
dia dapat dipandang orang sebagai pegawai atau pejabat itu, diancam dengan
pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak empat
ribu lima ratus rupiah.

Pasal 509
Barang siapa tanpa izin meminjamkan uang atau barang yang nilainya tidak
lebih dari seratus rupiah, dengan menerima gadai, atau dalam bentuk jual-beli
dengan boleh dibeli kembali ataupun dalam bentuk kontrak komisi, diancam
dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan, atau pidana denda paling banyak
lima belas ribu rupiah.

Pasal 510

(1) Diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima
rupiah, barang siapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat lain yang ditunjuk
untuk itu:

1.  mengadakan pesta umum atau keramaian umum;
2.  mengadakan pawai di jalan umum.

(2) Jika pawai itu diadakan untuk menyatakan keinginan-keinginan secara
menakjubkan, maka yang bersalah diancam dengan pidana kurungan pa-
ling lama dua minggu atau pidana denda dua ribu dua ratus lima puluh
rupiah.

Pasal 511
Barang siapa pada waktu ada pesta, pawai, dan sebagainya, tidak menaati
perintah dan petunjuk polisi yang diberikan untuk mencegah kecelakaan oleh
kemacetan lalu-lintas di jalan umum, diancam dengan pidana denda paling banyak
tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

Pasal 512

(1) Barangsiapa yang bukan karena terpaksa dan tanpa izin menjalankan peker-
jaan yang menurut aturan-aturan umum harus diberi izin untuk itu, diancam
dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Barang siapa dengan mendapat izin menjalankan pekerjaan yang menu-
rut aturan-aturan umum harus diberi izin untuk itu, dalam menjalankan
pekerjaan tersebut tanpa keharusan melampaui batas kewenangannya, di-
ancam dengan pidana denda paling banyak dua ribu dua ratus lima puluh
rupiah.

(3) Jika pada waktu melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak adanya
pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, maka dalam
hal Ayat (1), pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama
dua bulan, dan dalam hal Ayat (2), paling lama satu bulan.
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Pasal 512a
Barang siapa sebagai mata pencaharian, baik khusus maupun sebagai sam-
bilan, menjalankan pekerjaan dokter atau dokter gigi dengan tidak mempunyai
surat izin, di dalam keadaan yang tidak memaksa, diancam dengan pidana
kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak seratus lima
puluh ribu rupiah.

Pasal 513
Barang siapa menggunakan atau membolehkan digunakan barang orang
lain yang ada padanya karena hubungan jabatan atau karena pekerjaannya,
untuk pemakaian yang tak diizinkan oleh pemiliknya, diancam dengan pidana
kurungan paling lama enam hari atau pidana denda paling banyak tiga ratus
tujuh puluh lima rupiah.

Pasal 514
Scorang pekerja harian, pembawa bungkusan, pesuruh, pemikul atau kuli,
yang pada waktu menjalankan pekerjaannya melakukan kelalaian dalam pengem-
balian perkakas yang diterima untuk dipakai, atau dalam penyampaian barang
yvang diterima untuk diangkut, diancam dengan pidana kurungan paling lama
enam hari atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

Pasal 515
(I) Diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda
paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah:

1. barang siapa, yang pada waktu pindah kediaman dari bagian kota,
desa atau kampung di mana dia menetap, tidak memberitahukannya
kepada penguasa yang berwenang dengan menyebut tempat menetap
yang baru;

2. barang siapa yang setelah menetap di bagian kota, desa atau kampung,
tidak memberitahukan hal itu kepada penguasa yang berwenang dalam
tenggang waktu empat belas hari, dengan menyebut nama, pekerjaan,
dan tempat asalnya.

(2) Ketentuan dalam Ayat (1) tidak berlaku bagi orang yang pindah tempat
kediaman dan menetap masih di dalam kota yang itu juga.

Pasal 516

(1) Barang siapa, yang mata pencahariannya memberi tempat bermalam kepada
orang lain, tidak mempunyai register terus-menerus, atau tidak mencatat atau
menyuruh catat nama, mata pencaharian atau pekerjaan, tempat kediaman,
hari datang dan perginya orang yang bermalam di situ, atau atas permintaan
kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, tidak memperlihatkan
register itu, diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh
puluh lima rupiah.

(2) Bila pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lewat dua tahun sejak
adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelangaran yang sama, pidana
denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama enam hari.
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Pasal 517
(1) Diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda
paling banyak dua ribu dua ratus lima puluh rupiah:

1.  barang siapa membeli, menukar, menerima sebagai hadiah, menerima
sebagai gadai, menerima untuk dipakai atau disimpan barang yang
menjadi pakaian, perlengkap-an atau persenjataan seorang tentara di
bawah pangkat perwira; atau menjual atau menukarkan, memberikan
sebagai hadiah, menggadaikan, memberikan untuk dipakai atau disim-
pan barang tersebut untuk seorang tentara di bawah pangkat perwira,
vang diberikan tanpa izin dari atau atas nama perwira komandan.

2.  barang siapa menjadikan pembelian barang-barang yang demikian
sebagai kebiasaan atau mata pencaharian, dan tidak menaati peraturan
mengenai pencatatan dalam register yang ditentukan dalam aturan-aturan
umum.

(2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak adanya
pumidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidanan}fﬂ
dapat dijadikan dua kali lipat.

Pasal 518
Barang siapa tanpa wewenang memberi suatu barang kepada atau meneri-
manya dari seorang terpidana, diancam dengan pidana kurungan paling lama
enam hari atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

Pasal 519

(1) Membuat, menjual, menyiarkan atau mempunyai persediaan untuk dijual
atau disiarkan, ataupun memasukkan ke Indonesia barang cetakan, poton-
gan logam atau benda lain yang bentuknya menyerupai uang kertas, mata
uang, benda-benda emas atau perak dengan merek negara, atau perangko
pos, diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus
rupiah.

(2) Benda-benda yang menjadi sebab pelanggaran itu dapat dirampas.

Pasal 519 bis
Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan, atau pidana denda
paling banyak lima belas ribu rupiah:

1. barang siapa mengumumkan kabar yang ditangkap lewat pesawat penerima
radio yang dipakai olehnya atau yang ada di bawah pengurusannya, yang
sepatutnya harus diduganya bahwa kabar itu bukan untuk dia atau untuk
umum, atau memberitahukannya kepada orang lain, jika sepatutnya harus
diduganya bahwa karenanya kabar itu akan tersiar dan kemudian memang
sungguh jadi tersiar;

2. barang siapa mengumumkan kabar yang ditangkap lewat pesawat penerima
radio, jika dia sendiri, ataupun orang dari mana berita itu diterimanya, tidak
berwenang untuk itu.

Pasal 520
Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan:
1. barang siapa vang setelah mendapat pengunduran pembayaran utangnya
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dengan kehendak sendiri melakukan perbuatan-perbuatan, yang menurut
aturan-aturan umum harus dilakukan dengan bantuan pengurus;

seorang pengurus atau komisaris perseroan, maskapai, perkumpulan atau
yayasan, yang setelah mendapat pengunduran pembayaran utangnya dengan
kehendak sendiri melakukan perbuatan-perbuatan, yang menurut aturan-
aturan umum harus dilakukan dengan bantuan pengurus

]

BAB III
PELANGGARAN TERHADAP PENGUASA UMUM

Pasal 521

Barang siapa melanggar peraturan penguasa umum yang telah diumumkan
mengenai pemakaian dan pembagian air dari perlengkapan air atau bangunan
pengairan guna kepentingan umum, diancam dengan pidana kurungan paling
lama dua belas hari atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Pasal 522
Barang siapa yang dipanggil menurut undang-undang untuk menjadi saksi
ahli atau juru bahasa, tidak datang secara melawan hukum, diancam dengan
pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Pasal 523

(1) Barang siapa tanpa alasan yang sah lalai menjalankan pekerjaan rodi, peker-
jaan desa atau pekerjaan perusahaan kebun negara, diancam dengan pidana
kurungan paling tinggi tiga hari atau pidana denda paling tinggi seratus lima
puluh rupiah.

(2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran belum lewat enam bulan sejak
adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama,
maka yang bersalah dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama
tiga bulan.

Pasal 524
Diancam dengan pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

1. barang siapa dalam perkara mengenai orang yang belum dewasa, atau orang
vang sudah atau akan ditaruh di bawah pengampuan, atau orang yang akan
atau sudah dimasukkan dalam rumabh sakit jiwa, tanpa alasan yang sah tidak
datang sendiri atau dengan perantaraan kuasanya jika hal itu dibolehkan,
bila dipanggil untuk didengar selaku keluarga sedarah atau semenda, selaku
suami/istri, wali atau wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas
oleh hakim atau atas perintahnya oleh kepala polisi;

2. barang siapa dalam perkara mengenai orang yang belum dewasa atau orang
yang sudah atau akan ditaruh di bawah pengampuan, tanpa alasan yang sah
tidak datang sendiri atau dengan perantaraan kuasanya jika hal itu diboleh-
kan, bila dipanggil untuk didengar oleh balai harta peninggalan atau atas
permintaannya oleh kepala polisi;

3. barangsiapa dalam perkara mengenai orang yang belum dewasa, tanpa alasan
yang sah tidak datang sendiri atau dengan perantaraan kuasanya jika hal itu
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dibolehkan, bila dipanggil untuk didengar oleh majelis perwalian atau atas
permintaannya oleh kepala polisi.

Pasal 525

(1) Barang siapa pada waktu ada bahaya umum bagi orang atau barang, atau
pada waktu ada kejahatan tertangkap tangan diminta pertolongannya oleh
penguasa umum tetapi menolaknya, padahal mampu untuk memberi per-
tolongan tersebut tanpa membahayakan dirinya, diancam dengan pidana
denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

(2) Ketentuan ini tidak berlaku bagi mereka yang menolak memberi pertolongan
karena ingin menghindari bahaya penuntutan bagi dirinya sendiri atau bagi
salah seorang keluarganya sedarah atau semenda dalam garis lurus atau
menyimpang, sampai derajat kedua atau ketiga, atau bagi suami (istri) atau
bekas suami (istrinya).

Pasal 526
Barang siapa menyobek, membuat tak dapat dibaca atau merusak suatu
pengumuman di muka umum dari pihak penguasa yang berwenang atau karena
ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana denda paling banyak dua
ratus dua puluh lima rupiah.

Pasal 527
Dicabut dg. UU No. 8/Drt/1955.

Pasal 528
(1) Diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda
paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, barang siapa tanpa izin penguasa
yang berwenang:

1.  membuat salinan atau petikan dari surat-surat jabatan negara dan alat-
alatnya, yang menurut perintah penguasa umum harus dirahasiakan;

2. mengumumkan seluruh atau sebagian isi surat-surat terscbut dalam
butir nomor 1;

3. mengumumkan hal-hal yang termaktub dalam surat-surat tersebut
dalam butir nomor 1 padahal sepatutnya dapat diduga bahwa hal-hal
itu harus dirahasiakan.

(2) Perbuatan itu tidak dipidana, bila perintah untuk merahasiakan itu jelas
diberikan karena alasan lain daripada kepentingan dinas atau ke-pentingan
umuim.
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BAB IV
PELANGGARAN MENGENAI
ASAL-USUL DAN PERKAWINAN

Pasal 529
Barang siapa tidak memenuhi kewajibannya menurut undang-undang un-
tuk melaporkan kepada pejabat catatan sipil atau perantaranya tentang adanya
kelahiran dan kematian, diancam dengan pidana denda paling banyak seribu
lima ratus rupiah.

Pasal 530
(1) Seorang petugas agama yang melakukan upacara perkawinan, yang hanya
dapat dilangsungkan di hadapan pejabat catatan sipil, sebelum dinyatakan
kepadanya bahwa pelangsungan di hadapan pejabat itu sudah dilakukan, di-
ancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
(2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak adanya
pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidana
denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama dua tahun.

BAB V

PELANGGARAN TERHADAP ORANG
YANG MEMERLUKAN PERTOLONGAN

Pasal 531
Barang siapa ketika menyaksikan seseorang yang sedang berada dalam
bahaya maut tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan kepada orang itu
walaupun tidak membahayakan dirinya atau orang lain, diancam, bila kemudian
orang itu meninggal, dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana
denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

BAB VI
PELANGGARAN KESUSILAAN

Pasal 532
Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling
banyak dua ratus dua puluh lima rupiah:
1. barang siapa menyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan di depan
umuim;
2.  barang siapa mengadakan pidato yang melanggar kesusilaan di depan
umum;
3. barang siapa mengadakan tulisan atau gambar yang melanggar kesusilaan
di tempat yang terlihat dari jalan umum.

Pasal 533

Diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana
denda paling banyak tiga ribu rupiah:
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1. barangsiapa di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan mem-
pertunjukkan atau menempelkan tulisan dengan judul, kulit, atau isinya yang
dapat dibaca, maupun gambar atau benda, yang mampu membangkitkan
nafsu birahi para remaja;

2. barang siapa di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan
memperdengarkan isi tulisan yang dapat membangkitkan nafsu birahi para
remaja;

3. barang siapa secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan suatu
tulisan, gambar atau barang yang dapat membangkitkan nafsu birahi para
remaja, atau secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa
diminta, memberitahukan sebagai bisa didapat, tulisan atau gambar yang
dapat membangkitkan nafsu birahi para remaja;

4. barang siapa menawarkan, memberikan untuk selamanya atau untuk semen-
tara, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambar, atau benda vang
demikian itu kepada seorang belum dewasa dan di bawah umur tujuh belas
tahun;

5. barang siapa memperdengarkan isi tulisan yang demikian itu di hadapan
seorang yang belum dewasa dan di bawah umur tujuh belas tahun.

Pasal 534
Barang siapa secara terang-terangan mempertunjukkan suatu sarana pence-
gah kehamilan maupun secara terang terangan atau tanpa diminta menawarkan sa-
rana atau pertolongan untuk mencegah kehamilan, ataupun secara terang-terangan
atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menyatakan bahwa sarana atau
pertolongan yang demikian itu bisa didapat, diancam dengan pidana kurungan
paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah.

Pasal 535

Barang siapa secara terang-terangan memper-tunjukkan suatu sarana untuk
menggugurkan kandungan, maupun secara terang-terangan atau tanpa diminta
menawarkan sarana atau pertolongan untuk menggugurkan kandungan, ataupun
secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menya-
takan bahwa sarana atau pertolongan yang demikian itu bisa didnpat, diancam
dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak
empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 536

(1) Barang siapaberada di jalan umum dalam keadaan mabuk, diancam dengan
pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.

(2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya
pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama atau yang
diterangkan dalam Pasal 492, maka pidana denda dapat diganti dengan
pidana kurungan paling lama tiga hari.

(3) Jikaterjadi pengulangan kedua dalam satu tahun setelah pemidanaan pertama
berakhir dan menjadi tetap, maka dikenakan pidana kurungan paling lama
dua minggu.

(4) Pada pengulangan ketiga atau lebih dalam satu tahun, setelah pemidanaan
yang kemudian karena pengulangan kedua atau lebih menjadi tetap, dike-
nakan pidana kurungan paling lama tiga bulan.
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Pasal 537

Barang siapa menjual atau memberikan minuman keras atau arak di luar
kantin tentara kepada anggota Angkatan Bersenjata di bawah pangkat letnan atau
kepada istri, anak atau pelayannya, diancam dengan pidana kurungan paling lama
tiga minggu atau pidana denda paling tinggi seribu lima ratus rupiah.

Pasal 538
Penjual minuman keras atau wakilnya yang pada waktu menjalankan peker-
jaannya itu memberikan atau menjual minuman keras atau arak kepada seorang
anak di bawah umur enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling
lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi seribu lima ratus rupiah.

Pasal 539
Barang siapa menyediakan secara cuma-cuma minuman keras atau arak atau
menjanjikan sebagai hadiah pada waktu diadakan pesta keramaian untuk umum
atau pertunjukan rakyat atau pada waktu diselenggarakan pawai untuk umum,
diancam dengan pidana kurungan paling lama dua belas hari atau pidana denda
paling tinggi tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

Pasal 540
(1) Diancam dengan pidana kurungan paling lama delapan hari atau pidana
denda paling banyak dua ribu dua ratus lima puluh rupiah:

1. barang siapa menggunakan hewan untuk pekerjaan yang jelas melam-
paui kekuatannya;

2.  barang siapa tanpa perlu menggunakan hewan untuk pekerjaan dengan
cara yang menyakitkan atau yang menyiksa hewan tersebut;

3.  barangsiapa menggunakan hewan yang pincang atau yang mempunyai
cacat lainnya, vang kudisan, luka-luka atau yang jelas sedang hamil
ataupun sedang menyusui untuk pekerjaan yang karena keadaannya
itu tidak sesuai atau yang menyakitkan ataupun yang menyiksa hewan
tersebut;

4.  barang siapa mengangkut atau menyuruh mengangkut hewan tanpa
perlu dengan cara yang menyakiti atau yang menyiksa hewan terse-
but;

5. barang siapa mengangkut atau menyuruh mengangkut hewan tanpa
diberi atau menyuruh tidak diberi makan atau minum.

T3

Bila pada waktu melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya
pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, atau karena
salah satu pelanggaran pada Pasal 541, atau karena kejahatan tersebut dalam

’asal 302, maka yang bersalah dapat dikenakan pidana kurungan paling lama
empat belas hari.

Pasal 541
(1) Diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima
rupiah:
1.  barang siapa menggunakan seekor kuda sebagai kuda beban, kuda
tunggangan atau kuda penarik kereta padahal kuda tersebut belum
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tukar gigi atau kedua gigi dalamnya di rahang atas belum bersanggit
dengan kedua gigi dalamnya di rahang bawah;

2.  barang siapa memasangkan pakaian kuda pada kuda tersebut dalam
butir 1 atau mengikat maupun memasang kuda itu pada kendaraan
atau kuda penarik;

3. barang siapa menggunakan seekor kuda induk sebagai kuda beban, kuda
tunggangan atau kuda penarik kereta dengan membiarkan anaknya,
yang keenam gigi mukanya belum tumbuh, mengikutinya.

(2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lewat satu tahun sejak
adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama,
atau karena pelanggaran tersebut dalam Pasal 540, ataupun karena kejahatan
tersebut dalam Pasal 302, maka pidana denda dapat diganti dengan pidana
kurungan paling lama tiga hari.

Pasal 542
Dg. UU No. 7/1974, pasal ini diubah menjadi Pasal 303 bis.

Pasal 543
Dicabut dg. S.1923-277, 352.

Pasal 544

(1) Barang siapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu
menyabung ayam atau mengadu jangkrik di jalan umum atau di pinggirnya,
ataupun di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, diancam dengan
pidana kurungan paling lama enam hari atau pidana denda paling banyak
tiga ratus tujuh puluh lima rupiah,

(2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lewat satu tahun sejak
adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama,
maka pidananya dapat dilipatduakan.

Pasal 545
(1) Barang siapa yang mata pencahariannya sebagai ahli nujum, peramal atau
penafsir mimpi, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari
atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.
(2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lewat satu tahun sejak -
adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama,
maka pidananya dapat dilipatduakan.

Pasal 546
Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda
paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1.” barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau mem-
punyai persediaan untuk dijual atau dibagikan jimat, penangkal, atau benda
lain yang dikatakan olehnya mempunyai kesaktian;

2. barang siapa mengajar ilmu atau kesaktian yang bertujuan menimbulkan
kepercayaan orang bahwa dia dapat melakukan tindak pidana tanpa ke-
mungkinan bahaya bagi diri sendiri.
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Pasal 547
Seorang saksi, yang memakai jimat atau benda-benda sakti dalam sidang
pengadilan ketika diminta untuk memberi keterangan di bawah sumpah menurut
ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana kurungan paling lama sepu-
luh hari atau pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah.

BAB VII
PELANGGARAN MENGENAI TANAH,
TANAMAN, DAN PEKARANGAN

Pasal 548
Barang siapa tanpa wewenang membiarkan unggas ternaknya berjalan di
kebun atau di tanah yang sudah ditaburi, ditugali atau ditanami, diancam dengan
pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.

Pasal 549

(1) Barang siapa tanpa wewenang membiarkan ternaknya berjalan di kebun, di
padang rumput, atau di ladang rumput atau di padang rumput kering, baik
di tanah yang telah ditaburi, ditugali atau ditanami ataupun yang sudah siap
untuk ditaburi, ditugali atau ditanami atau yang hasilnya belum diambil,
ataupun di tanah kepunyaan orang lain, yang oleh yang berhak dilarang di-
masuki dan sudah diberi tanda larangan yang jelas bagi pelanggar, diancam
dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

(2) Ternak yang menyebabkan pelanggaran itu dapat dirampas.

(3) Jika pada waktu melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya
pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, maka pidana
denda itu dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama empat belas
hari.

Pasal 550
Barang siapa tanpa wewenang berjalan atau berkendaraan di tanah yang
sudah ditaburi, ditugali atau ditanami, atau ditanah yang sudah siap untuk di-
taburi, ditugali atau ditanami, diancam dengan pidana denda paling banyak dua
ratus dua puluh lima rupiah.

Pasal 551
Barang siapa tanpa wewenang, berjalan atau berkendaraan di atas tanah
vang oleh pemiliknya dilarang dimasuki atau sudah diberi tanda larangan masuk
yang jelas, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh
lima rupiah.
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BAB VIII
PELANGGARAN JABATAN

Pasal 552
Seorang pejabat yang berwenang mengeluarkan salinan atau petikan putusan
pengadilan, bila mengeluarkan salinan atau petikan tersebut sebelum putusan
ditandatangani sebagaimana mestinya, diancam dengan pidana denda paling
banyak tujuh ratus lima puluh rupiah.

Pasal 553
Dicabut dg. S, 1935-576; lihat Pasal 528.

Pasal 554
Diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda
paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, seorang bekas pejabat yang tanpa
izin penguasa yang berwenang menahan surat-surat jabatan padanya.

Pasal 555

Kepala lembaga pemasyarakatan, tempat menahan orang tahanan sementara
atau orang yang disandera, atau kepala lembaga pendidikan anak negara atau
rumah sakit jiwa, yang menerima atau menahan orang di tempat itu dengan tidak
meminta diperlihatkan kepadanya terlebih dahulu surat perintah dari penguasa
yang berwenang atau surat keputusan pengadilan, atau yang lalai menuliskan
menurut aturan dalam daftar hal penerimaan itu dan surat perintah atau surat
keputusan yang menjadi alasan orang itu diterima, diancam dengan pidana ku-
rungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak dua ribu dua
ratus lima puluh rupiah.

Pasal 556
Seorang pejabat catatan sipil yang sebelum melangsungkan perkawinan tidak
meminta diberikan kepadanya surat bukti atau surat keterangan yang diharuskan
menurut aturan-aturan umum, diancam dengan pidana denda paling banyak
empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 557
Diancam dengan pidana denda paling banyak seribu lima ratus rupiah:

1. seorang pejabat catatan sipil yang melakukan perbuatan yang berlawanan
dengan ketentuan aturan-aturan umum tentang register atau akta catatan
sipil, tentang tata cara sebelum perkawinan atau tentang pelaksanaan per-
kawinan:

2. setiap orang lain penyimpan register itu yang melakukan perbuatan yang
berlawanan dengan ketentuan aturan-aturan umum tentang register dan
akta catatan sipil.
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Pasal 557a
Seorang perantara catatan sipil yang melakukan perbuatan yang berlawanan
dengan ketentuan reglemen pemeliharaan register catatan sipil untuk golongan
Tionghoa, diancam dengan pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh
rupiah.

Pasal 558
Scorang pejabat catatan sipil yang lalai memasukkan suatu akta dalam register
atau menuliskan suatu akta pada sehelai kertas lepas, diancam dengan pidana
denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 558a
Seorang perantara catatan sipil yang lalai membuat akta dari suatu pemberi-
tahuan yang dimasukkan kepadanya menurut ketentuan tentang pemeliharaan
register catatan sipil bagi golongan Tionghoa, atau menuliskan suatu akta pada
schelai kertas lepas, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ribu dua
ratus lima puluh rupiah.

Pasal 559
Diancam dengan pidana denda paling banyak seribu lima ratus rupiah:
. scorang pajabat catatan sipil yang lalai membuat laporan kepada penguasa
vang berwenang seperti yang diharuskan oleh ketentuan undang-undang;;
seorang pejabat yang lalai membuat laporan kepada pejabat catatan sipil
seperti yang diharuskan oleh ketentuan undang-undang.

=l

BAB IX
PELANGGARAN PELAYARAN

Pasal 560
Seorang nakhoda kapal Indonesia yang berangkat sebelum dibuat dan
ditandatangani daftar anak buah kapal seperti yang diharuskan oleh ketentuan
undang-undang, diancam dengan pidana denda paling ban}rak seribu lima ratus
rupiah.

Pasal 561
Seorang nakhoda kapal Indonesia yang tidak mempunyai di kapalnya surat-
surat kapal, buku-buku dan surat-surat lain yang diharuskan oleh ketentuan
undang-undang, diancam dengan pidana denda paling banyak seribu lima ratus
rupiah.

Pasal 562
Diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus
rupiah:

1. seorang nakhoda kapal Indonesia yang tidak menjaga supaya buku-buku
harian di kapalnya diurus menurut aturan-aturan umum, atau tidak memper-
lihatkan buku-buku harian itu pada waktu dan di mana diharuskan menurut
ketentuan undang-undang;
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scorang nakhoda kapal Indonesia yang tidak mengurus register pidana yang

diharuskan oleh aturan-aturan umum menurut ketentuan undang-undang,

atau tidak memperlihatkannya pada waktu dan di mana diharuskan menurut
ketentuan undang-undang itu;

3. seorang nakhoda kapal Indonesia yang dalam hal tidak ada register pidana,
tidak memberi keterangan kepada hakim sebagaimana diharuskan menurut
ketentuan undang-undang;

4. scorang pengusaha pelayaran, pemegang buku atau nakhoda kapal Indonesia

yvang menolak permintaan untuk memperlihatkan kepada yang berkepenting-

an buku-buku harian kapalnya, atau menolak untuk memberi salinan buku
buku itu dengan membavyar biayanya.

Pasal 563
Seorang nakhoda kapal Indonesia yang tidak memenuhi kewajibannya
menurut undang-undang tentang pencatatan dan pemberitahuan kelahiran dan
kematian selama perjalanannya, diancam dengan pidana denda paling banyak
seribu lima ratus rupiah.

Pasal 564
Seorang nakhoda atau anak buah kapal yang tidak memperhatikan keten-
tuan undang-undang yang ditetapkan untuk mencegah tabrakan bila kapalnya
melanggar sesuatu atau terdampar, diancam dengan pidana denda paling banyak
empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 565
Barang siapa tanpa wewenang menggunakan suatu tanda pengenal walau-
pun dengan sedikit perubahan, kalau hal itu menurut ketentuan undang-undang
hanya boleh dipakai oleh kapal rumah sakit, sekoci-sekoci kapal yang demikian,
ataupun perahu-perahu yang digunakan untuk pekerjaan merawat orang sakit,
diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda
paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 566
Seorang nakhoda kapal Indonesia yang tidak memenuhi kewajibannya
menurut alinea kedua Pasal 358a Kitab Undang-undang Hukum Dagang, diancam
dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak
empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 567

Kalau di atas kapal Indonesia pekerjaan anak buah kapal dikerjakan oleh
orang-orang yang tidak mengadakan perjanjian kerja seperti dimaksud dalam Pasal
395 Kitab Undang-undang Hukum Dagang atau tidak menjalankan perusahaan di
kapal atas biaya sendiri, ataupun oleh orang-orang yang namanya tidak ada dalam
daftar anak buah kapal, di mana hal ini diharuskan oleh aturan-aturan umum,
maka pengusaha kapal atau nakhodanya diancam dengan pidana denda paling
banyak sembilan ratus rupiah untuk tiap-tiap orang yang bekerja demikian.

Visimedia 135



Pasal 568
Barang siapa menandatangani konosemen yang dikeluarkan dengan melang-
gar ketentuan Pasal 517b Kitab Undang-undang Hukum Dagang, demikian pula
orang yang untuknya hal itu dilakukan sesuai dengan kewenangannya, diancam,
bila konosemen itu lalu dikeluarkan, dengan pidana denda paling banyak tujuh
puluh lima ribu rupiah.

Pasal 569

(1) Barang siapa menandatangani surat jalan yang dikeluarkan dengan melang-
gar ketentuan Pasal 533b Kitab Undang-undang Hukum Dagang, demikian
pula orang yang untuknya hal itu dilakukan sesuai dengan kewenangannya,
diancam, bila surat itu lalu dikeluarkan, dengan pidana denda paling banyak
tujuh puluh lima ribu rupiah.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa yang dengan melanggar
ketentuan Pasal 533b Kitab Undang-undang Hukum Dagang, memberikan
surat jalan yang tidak ditandatangani, demikian pula orang yang untuknya
hal itu dilakukan sesuai dengan kewenangannya. ***
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REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 1999

TENTANG
PERUBAHAN
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BERKAITAN DENGAN KEJAHATAN
TERHADAP KEAMANAN
NEGARA
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UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 1999
TENTANG
PERUBAHAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN
KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang;:

(1) bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat
pada diri manusia antara lain meliputi hak memperoleh kepastian hukum
dan persamaan kedudukan di dalam hukum, hak mengeluarkan pendapat,
berserikat dan berkumpul berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar
1945;

(2) bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana terutama yang berkaitan
dengan ketentuan mengenai kejahatan terhadap keamanan negara belum
memberi landasan hukum yang kuat dalam usaha mempertahankan Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar
negdara,

(3) bahwa paham dan ajaran Komunisme/Marxisme/Leninisme dalam praktik
kehidupan politik dan kenegaraan menjelmakan diri dalam kegiatan-kegiatan
yang bertentangan dengan asas-asas dan sendi-sendi kehidupan bangsa
Indonesia yang bertuhan dan beragama serta telah terbukti membahayakan
kelangsungan hidup bangsa Indonesia;

(4) bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan ¢ perlu membentuk
Undang-undang tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana
yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara.

Mengingat:

(1) Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 20 Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

(2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indone-
sia No.XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia,
Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik
Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan
untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunisme/
Marxisme-Leninisme jo. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Re-
publik Indonesia No.V/MPR/1973 tentang Peninjauan Produk-produk yang
Berupa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik
Indonesia;

(3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
jo Undang-undang Nomor 73 tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-
undang Hukum Pidana sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
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dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Pe-
nambahan beberapa pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana
bertalian dengan Perluasan berikutnya Ketentuan Perundang-undangan
Pidana Kejahatan terhadap Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana/
Prasarana Penerbangan.

Dengan Persetujuan:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:
Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
YANG BERKAITAN DENGAN KEJAHATAN
TERHADAP KEAMANAN NEGARA

Pasal 1
Menambah 6 (enam) ketentuan baru di antara Pasal 107 dan Pasal 108 Bab
[ Buku 11 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Kejahatan terhadap
Keamanan Negara vang dijadikan Pasal 107a, Pasal 107b, Pasal 107¢, Pasal 107d,
Pasal 107e, dan 107f yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107a

Barang-siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan,
tulisan, dan atau melalui media apa pun, menyebarkan atau mengembangkan
ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudan,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 107b
Barang-siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan,
tulisan dari atau melalui media apa pun, menyatakan keinginan untuk meniada-
kan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara yang berakibat timbulnya
kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta
benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 107¢
Barang-siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan,
tulisan dan atau melalui media apa pun, menyebarkan atau mengembangkan
ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme yang berakibat timbulnya kerusuhan
dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
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Pasal 107d
Barang-siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan,
tulisan dan atau melalui media apa pun, menyebarkan atau mengembangkan
ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan maksud mengubah atau meng-
ganti Pancasila sebagai dasar Negara, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 20 (dua puluh) tahun,

Pasal 107e
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun:

1. barang-siapa yang mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga
menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atas dalam segala bentuk
dan perwujudannya; atau

barang-siapa yang mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan
kepada organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diketahuinya
berasaskan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atau dalam segala,
bentuk dan perwujudannya dengan maksud mengubah dasar negara atau
menggulingkan pemerintah yang sah.

I-J

Pasal 107f
Dipidana karena sabotase dengan pidana penjara seumur hidup atau paling
lama 20 (dua puluh) tahun:

1. barang-siapa yang secara melawan hukum merusak, membuat tidak dapat
dipakai, menghancurkan, atau memusnahkan instalasi negara atau militer;
atau diundangkan

2. barang-siapa yang secara melawan hukum menghalangi atau menggagalkan
pengadaan atau distribusi bahan pokok yang menguasai hajat hidup orang
banyak sesuai dengan kebijakan Pemerintah.”

Pasal 11
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,
pada Tanggal 19 Mei 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta,

pada Tanggal 19 Mei 1999

MENTERI NEGARA/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.
PROF DR H MULADI, SH
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PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 1999
TENTANG
PERUBAHAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN KEJAHATAN
TERHADAP KEAMANAN NEGARA

a. UMUM

Negara Republik Indonesia adalah negara berdasar atas hukum yang berland-
askan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak-hak asasi
manusia, serta menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam
hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Pembangunan nasional di
bidang hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan
perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan serta memberikan
rasa aman dan tentram. Dalam usaha mempertahankan Pancasila sebagai dasar
negara dari ancaman dan bahaya ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, yang
terbukti bertentangan dengan agama, asas-asas dan sendi kehidupan bangsa
Indonesia yang bertuhan dan dari tindak pidana lainnya yang membahayakan
keamanan negara, perlu mengadakan perubahan terhadap Kitab Undang-undang
Hukum Pidana dengan menambah pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan
terhadap keamanan negara.

b. PASAL DEMI PASAL
Pasal |

Pasal 107 a
Yang dimaksud dengan “Komunisme/Marxisme-Leninisme” adalah paham
atau ajaran Karl Marx yang terkait pada dasar-dasar dan taktik perjuangan yang
diajarkan oleh Lenin, Stalin, Mao Tse Tung dan lain-lain, mengandung benih-benih
dan unsur-unsur yang bertentangan dengan falsafah Pancasila.

Pasal 107 b
Cukup jelas

Pasal 107 ¢
Cukup jelas

Pasal 107 d
Cukup jelas

Pasal 107 e

Cukup jelas
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Pasal 107 f
Yang dimaksud dengan “instalasi negara” dalam pasal ini adalah instalasi
tertentu (penting) yaitu Istana Negara yang digunakan oleh Presiden dan Wakil
Presiden untuk kegiatan kenegaraan, kediaman resmi Presiden dan Wakil Presiden,
gedung-gedung Lembaga Tinggi Negara dan gedung yang digunakan untuk tamu-
tamu Negara yang setingkat dengan Presiden. Yang dimaksud dengan “instalasi
militer” adalah instalasi vital militer.

Huruf b
Cukup jelas

Pasal I1
Cukup jelas
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KUHAP

KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM ACARA PIDANA




Bab 1

Bab II
Bab II1
Bab IV

Bab V

Bab VI
Bab VII
Bab VIII
Bab IX
Bab X

Visimedia

KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM ACARA PIDANA

(KUHAP)

Ketentuan Umum

Ruang Lingkup Berlakunya Undang- undang
Dasar Peradilan

Penyidik dan Penuntut Umum

Bagian Kesatu

Penyelidik dan Penyidik

Bagian Kedua

Penyidik Pembantu

Bagian Ketiga

Penuntut Umum

Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan
Badan, Pemasukan Rumah, Penyitaan,
dan Pemeriksaan Surat

Bagian Kesatu

Penangkapan

Bagian Kedua

Penahanan

Bagian Ketiga

Penggeledahan

Bagian Keempat

Penyitaan

Bagian Kelima

Pemeriksaan Surat

Tersangka dan Terdakwa

Bantuan Hukum

Berita Acara

Sumpah atau Janji

Wewenang Pengadilan untuk Mengadili
Bagian Kesatu

Praperadilan

Bagian Kedua

Pengadilan Negeri

Bagian Ketiga

Pengadilan Tinggi

Bagian Keempat

Mahkamah Agung

147
150
150
150
150
152

152

153
153
154
158
159
161
162
165
166
166
166
166
168
169

169
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Bab XI
Bab XII

Bab XIII
Bab XIV

Bab XV
Bab XVI

Bab XVII

Bab XVIII

Bab XIX
Bab XX

Bab XXI
Bab XXII

146

Koneksitas

Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

Bagian Kesatu

Ganti Kerugian

Bagian Kedua

Rehabilitasi

Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian
Penyidikan

Bagian Kesatu

Penyelidikan

Bagian Kedua

Penyidikan

Penuntutan

Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Bagian Kesatu

Panggilan dan Dakwaan

Bagian Kedua

Memutus Sengketa Mengenai Wewenang Mengadili
Bagian Ketiga

Cara Pemeriksaan Biasa

Bagian Keempat

Pembuktian dan Putusan dalam Acara Pemeriksaan
Biasa
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KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan:

3

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat
pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-
undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut
cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengum-
pulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana
vang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia
yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan
yang diatur dalam undang-undang ini.

Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi
wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan
menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna me-
nentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang
diatur dalam undang-undang ini.

a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini
untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksana-kan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-
undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan
hakim.

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara
pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara
yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa
dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-
undang untuk mengadili.

Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa,
dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memi-
hak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam
undang-undang ini.
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Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan

memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang;:

a.  sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permin-
taan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

b.  sahatautidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan
atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau kelu-
arganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan
ke pengadilan.

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang
pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas
dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam
undang-undang ini.

Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak men-
erima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi
atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali
dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan
oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum.

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya
berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di
sidang pengadilan,

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih
dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak
bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian
dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah
tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pe-
meriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut
cara yang diatur dalam undang-undang,.

Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemer-
iksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga
keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.

Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang
melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak
pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai
sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya
ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan
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tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa dia adalah pelakunya atau turut
melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan semen-
tara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti
guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam
hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu
oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam
hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tun-
tutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan,
dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang
atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan hanya dalam
kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada
tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan,
dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang
atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak
atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang
tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang
berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut
hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan-
nya.

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan
penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang
dia dengar sendiri, dia lihat sendiri dan dia alami sendiri.

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang
berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang dia
dengar sendiri, Dia lihat sendiri dan dia alami sendiri dengan menyebut
alasan dan pengetahuannya itu.

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memi-
liki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang
suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
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29. Keterangan anak adalah keterangan yang diberikan oleh seorang anak ten-
tang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna
kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam
undang-undang ini.

30. Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat
tertentu atau hubungan perkawinan dengan mereka yang terlibat dalam
suatu proses pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

31. Satu hari adalah dua puluh empat jam dan satu bulan adalah waktu tiga
puluh hari.

32. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB II
RUANG LINGKUP BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG

Pasal 2

Undang-undang ini berlaku untuk melaksanakan tatacara peradilan dalam
lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan.

BAB III
DASAR PERADILAN

Pasal 3

Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

BAB IV
PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM

Bagian Kesatu
Penyelidik dan Penyidik

Pasal 4
Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia.

Pasal 5
(1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:
a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang;:
1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya
tindak pidana;
2. mencari keterangan dan barang bukti;
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3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta
memeriksa tanda pengenal diri;
4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung
jawab.
b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan
penyitaan;
2. pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
4.  membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.
(2) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan
sebagaimana tersebut pada Ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Pasal 6
(1) Penyidik adalah:
a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;
b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh
undang-undang.
(2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) akan
diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Pasal 7
(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a karena ke-
wajibannya mempunyai wewenang:

a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak

pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal
diri tersangka;

d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
e melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

f.  mengambil sidik jari dan memotret seorang;
5

h

£

memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau
saksi;
mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara;
i.  mengadakan penghentian penyidikan;
j.  mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b mempunyai
wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya
masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi
dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a.
(3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat
(2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Pasal 8

(1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam
undang-undang ini.
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(2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
(3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) di'aku-
kan:
a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
b. dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan
tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut
umuim.

Pasal 9
Penyelidik dan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf
a mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya di
seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing di mana
dia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Bagian Kedua
Penyidik Pembantu

Pasal 10
(1) Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia
vang diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan syarat
kepangkatan dalam Ayat (2) pasal ini.
(2) Syarat kepangkatan sebagaimana tersebut pada Ayat (1) diatur dengan per-
aturan pemerintah.

Pasal 11

Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7
Ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan
wewenang dari penyidik.

Pasal 12
Penyidik pembantu membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara
kepada penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat
langsung diserahkan kepada penuntut umum.

Bagian Ketiga
Penuntut Umum

Pasal 13
Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang
ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Pasal 14
Penuntut umum mempunyal wewenang:
a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau

penyidik pembantu;

b. mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan den-
gan memperhatikan ketentuan Pasal 110 Ayat (3) dan Ayat (4), dengan mem-
beri petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
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c. ~memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau pe-
nahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya
dilimpahkan oleh penyidik;

d. membuat surat dakwaan;

melimpahkan perkara ke pengadilan;

menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari

dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada

terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah di-

tentukan;

g. melakukan penuntutan;

h. menutup perkara demi kepentingan hukum;

i.  mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai
penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;

j.  melaksanakan penetapan hakim.

i

Pasal 15
Penuntut umum menuntut perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah
hukumnya menurut ketentuan undang-undang,.

BAB V
PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENGGELEDAHAN
BADAN, PEMASUKAN RUMAH, PENYITAAN, DAN
PEMERIKSAAN SURAT

Bagian Kesatu
Penangkapan

Pasal 16
(1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik ber-
wenang melakukan penangkapan.
(2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang
melakukan penangkapan.

Pasal 17
Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras
melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Pasal 18

(1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara
Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan
kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identi-
tas tersangka dan menyebutkan alasan penangkap-an serta uraian singkat
perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat dia diperiksa.

(2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah,
dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan terta ngkap
beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu
yang terdekat.
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Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam
Ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan
dilakukan.

Pasal 19
Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk
paling lama satu hari.
Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali
dalam hal dia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak me-
menuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

Bagian Kedua
Penahanan

Pasal 20
Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas
perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melaku-
kan penahanan.
Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan
penahanan atau penahanan lanjutan.
Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan pe-
netapannya berwenang melakukan penahanan.

Pasal 21

Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang
tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana ber-
dasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan
kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak
atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut
umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah
penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka
atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat
perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat dia
ditahan.

Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetap-

an hakim sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) harus diberikan kepada

keluarganya.

Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa

yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian

bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau
lebih;

b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 Ayat (3), Pasal
296, Pasal 335 Ayat (1), Pasal 351 Ayat (1), Pasal 353 Ayat (1), Pasal 372,
Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal
480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan
Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap ordonansi Bea
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(1)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471),
Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi
(Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun
1955 Nomor 8), Pasal 36 Ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47,
dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika
(Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3086).

Pasal 22
Jenis penahanan dapat berupa:
a. penahanan rumah tahanan negara;
b.  penahanan rumah;
c. penahanan kota.
Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediam-
an tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya
untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan
dalam penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediamati
tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa
melapor diri pada waktu yang ditentukan.
Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana
yang dijatuhkan.
Untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya
waktu penahanan sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah
lamanya waktu penahanan.

Pasal 23

Penyidik atau penuntut umum atau hakim berwenang untuk mengalihkan
jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22.

Pengalihan jenis penahanan dinyatakan secara tersendiri dengan surat
perintah dari penyidik atau penuntut umum atau penetapan hakim yang
tembusannya diberikan kepada tersangka atau terdakwa serta keluarganya
dan kepada instansi yang benkepentingan.

Pasal 24
Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.
Jangka waktu sebagaimana tersebut pada Ayat (1) apabila diperlukan guna
kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh pe-
nuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.
Ketentuan sebagamana tersebut pada Ayat (1) dan Ayat (2) tidak menutup ke-
mungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu
penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenubhi.
Setelah waktu enam puluh hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan
tersangka dari tahanan demi hukum.
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Pasal 25
Perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua pulub hari.
Jangka waktu sebagaimana tersebut pada Ayat (1) apabila diperlukan guna
kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua
pengadilan negeri yang berwenang untuk paling lama tiga puluh hari.
Ketentuan sebagaimana tersebut pada Ayat (1) dan Ayat (2) tidak menutup ke-
mungkinan dikeluarkannya tersangka dan tahanan sebelum berakhir waktu
penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenubhi.
Setelah waktu lima puluh hari tersebut, penuntut umum harus sudah me-
ngeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

Pasal 26
Ilakim pengadilan negeri yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 84, guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan
surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari.
Jangka waktu sebagaimana tersebut pada Ayat (1) apabila diperlukan guna
kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua
pengadilan negeri yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari.
Ketentuan sebagaimana tersebut pada Ayat (1) dan Ayat (2) tidak menutup ke-
mungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu
penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
Setelah waktu sembilan puluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus,
terdakwa harus sudah dikeluarkan dan tahanan demi hukum.

Pasal 27
Hakim pengadilan tinggi yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 87, guna kepentingan pemeriksaan banding berwenang me-
ngeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari.
Jangka waktu sebagaimana tersebut pada Ayat (1) apabila diperlukan guna
kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua
pengadilan tinggi yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari.
Ketentuan sebagaimana tersebut pada Ayat (1) dan Ayat (2) tidak menutup
kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir
waktu penahanan tersebut jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
Setelah waktu sembilan puluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus,
terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum,

Pasal 28
Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 88, guna kepentingan pemeriksaan kasasi berwenang menge-
luarkan surat perintah penahanan untuk paling lama lima puluh hari.
Jangka waktu sebagaimana tersebut pada Ayat (1) apabila diperlukan guna
kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua
Mahkamah Agung untuk paling lama enam puluh hari.
Ketentuan sebagaimana tersebut pada Ayat (1) dan Ayat (2) tidak menutup ke-
mungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu
penahanan tersebut, jika Kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
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Setelah waktu seratus sepuluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus,
terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pasal 29
Dikecualikan dan jangka waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal
24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28, guna kepentingan pemeriksaan,
penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasar
alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena:
a. tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang
berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau
b.  perkarayang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan
tahun atau lebih.
Perpanjangan tersebut pada Ayat (1) diberikan untuk paling lama tiga puluh
hari dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang
lagi untuk paling lama tiga puluh hari.
Perpanjangan penahanan tersebut atas dasar permintaan dan laporan pe-
meriksaan dalam tingkat:
a.  penyidikan dan penuntutan diberikan oleh ketua pengadilan negeri;
b. pemeriksaan di pengadilan negeri diberikan oleh ketua pengadilan
tinggi;
c¢.  pemeriksaan banding diberikan oleh Mahkamah Agung;
d. pemeriksaan kasasi diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung,.
Penggunaan kewenangan perpanjangan penahanan oleh pejabat tersebut
pada Ayat (3) dilakukan secara bertahap dan dengan penuh tanggung
jawab.
Ketentuan sebagaimana tersebut pada Ayat (2) tidak menutup kemungkinan
dikeluarkannya tersangka atau terdakwa dari tahanan sebelum berakhir
waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah dipenuhi.
Setelah waktu enam puluh hari, walaupun perkara tersebut belum selesai
diperiksa atau belum diputus, tersangka atau terdakwa harus sudah dike-
luarkan dari tahanan demi hukum.
Terhadap perpanjangan penahanan tersebut pada Ayat (2) tersangka atau
terdakwa dapat mengajukan keberatan dalam tingkat:
a. penyidikan dan penuntutan kepada ketua pengadilan tinggi;
b. pemeriksaan pengadilan negeri dan pemeriksaan banding kepada Ketua
Mahkamah Agung.

Pasal 30

Apabiia tenggang waktu punahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24,

Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 atau perpanjangan penahanan seba-
gaimana tersebut pada Pasal 29 ternyata tidak sah, tersangka atau terdakwa
berhak minta ganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam
Pasal 95 dan Pasal 96.

(1)

Pasal 31
Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum
atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan
penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan
orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.
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(2) Karenajabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu
dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa
melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).

Bagian Ketiga
Penggeledahan

Pasal 32
Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan
rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara
yang ditentukan dalam undang-undang ini.

| Pasal 33

(I) Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam
melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang
diperlukan.

(2) Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas
kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah.

(3) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam
hal tersangka atau penghuni menyetujuinya.

(4) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua
lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni
menolak atau tidak hadir.

(5) Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus
dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau
penghuni rumah yang bersangkutan.

Pasal 34

(1) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus
segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih
dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 Ayat (5) penyidik dapat
melakukan penggeledahan:

a.  pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam, atau ada
dari yang ada di atasnya;

b. pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam, atau
ada:

c.  ditempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya;

d. ditempat penginapan dan tempat umum lainnya.

(2) Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan seperti dimaksud dalam Ayat
(1) penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan
tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak
pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak
pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk
melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan ke-
pada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Pasal 35
Kecuali dalam hal tertangkap tangan, penyidik tidak diperkenankan me-

masuki:
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ruang di mana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
tempat di mana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan;
ruang di mana sedang berlangsung sidang pengadilan.

Pasal 36

Dalam hal penyidik harus melakukan pung-geludahan rumah di luar daerah

hukumnya, dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam Pasal 33, maka
penggeledahan tersebut harus diketahui oleh ketua pengadilan negeri dan didam-
pingi oleh penyidik dari daerah hukum di mana penggeledahan itu dilakukan.

(1)

(2)

(1)
(2)

(1)

(2)

Pasal 37

Pada waktu menangkap tersangka, penyelidik hanya berwenang menggele-
dah pakaian termasuk benda yang dibawanya serta, apabila terdapat dugaan
keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat
benda yang dapat disita.

Pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka sebagaimana
dimaksud dalam Ayat (1) dibawa kepada penyidik, penyidik berwenang
menggeledah pakaian dan atau menggeledah badan tersangka. |

Bagian Keempat
Penyitaan

Pasal 38

Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua
pengadilan negeri setempat.

Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus
segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih
dahulu, tanpa mengurangi ketentuan Ayat (1) penyidik dapat melakukan pe-
nyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan ke-
pada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Pasal 39

Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian
diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak
pidana;

b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan
tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;

¢. bendayang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak

pidana;

d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak
pidana;

e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana
yang dilakukan.,

Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit
dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili
perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan Ayat (1).
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Pasal 40
Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang
ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak
pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.

Pasal 41

Dalam hal tertangkap tangan penyidik berwenang menyita paket atau surat
atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor
pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangku-
tan, sepanjang paket, surat, atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka
atau yvang berasal dan padanya dan untuk itu kepada tersangka dan atau kepada
pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau
pengangkutan vang bersangkutan, harus diberikan surat tanda penenimaan.

Pasal 42

(1) Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda
yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentin-
gan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan
surat tanda penerimaan.

(2) Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada
penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dan tersangka atau terdakwa atau
ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau
jikalau benda tersebut merupakah alat untuk melakukan tindak pidana.

Pasal 43
Penyitaan surat atau tulisan lain dan mereka yang berkewajiban menurut
undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak rnenyangkut rahasia
negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus ketua
pengadilan negeni setempat kecuali undang-undang menentukan lain.

Pasal 44
(1) Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara.
(2) Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tang-
gung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat
pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk
dipergunakan oleh siapa pun juga.

Pasal 45
(1) Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang
membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan
pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hu-
kum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu
tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat
diambil tindakan sebagai berikut:

a, apabila perkara masih ada di tangan pcn}fidik atau penuntut umum,
benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh peny-
idik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau
kuasanya;
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(2)
(3)
(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

b. apabila perkara sudah ada di tangan pengadilan, maka benda tersebut
dapat diamankan atau dijual yang oleh penuntut umum atas izin hakim
vang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau
kuasanya. .

Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai

barang bukti,

Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil

dan benda sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).

Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak

termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), dirampas untuk

dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan,

Pasal 46
Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada
mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka
yang paling berhak apabila:
a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau
ternyata tidak merupakan tindak pidana;
¢. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau
perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diper-
oleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan
suatu tindak pidana.
Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan
dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putu-
san tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk
negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat
dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang
bukti dalam perkara lain.

Bagian Kelima
Pemeriksaan Surat

Pasal 47
Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat lain yang dikirim
melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi
atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat
mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa, den-
gan izin khusus yang diberikan untuk itu dari ketua pengadilan negeri.
Untuk kepentingan tersebut. penyidik dapat meminta kepada kepala kantor
pos dan telekomunikasi, kepala jawatan atau perusahaan komunikasi atau
pengangkutan lain untuk menyerahkan kepadanya surat yang dimaksud
dan untuk itu harus diberikan surat tanda penerimaan.
Hal sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2) pasal ini, dapat di-
lakukan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan menurut
ketentuan yang diatur dalam ayat tersebut.
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Pasal 48
Apabila sesudah dibuka dan diperiksa, ternyata bahwa surat itu ada hubung-
annya dengan perkara yang sedang diperiksa, surat tersebut dilampirkan
pada berkas perkara.
Apabila sesudah diperiksa ternyata surat itu tidak ada hubungannya dengan
perkara tersebut, surat itu ditutup rapi dan segera diserahkan kembali ke-
pada kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi
atau pengangkutan lain setelah dibubuhi cap yang berbunyi “telah dibuka
oleh penyidik” dengan dibubuhi tanggal, tanda tangan, beserta identitas
penyidik.
Penvidik dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses
peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan
sumpah jabatan isi surat yang dikembalikan itu.

Pasal 49
Penyidik membuat berita acara tentang tindakan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 48 dan Pasal 75.
Turunan berita acara tersebut oleh penyidik dikirimkan kepada kepala kantor
pos dan telekomunikasi, kepala jawatan atau perusahaan komunikasi atau
pengangkutan yvang bersangkutan.

BAB VI
TERSANGKA DAN TERDAKWA

Pasal 50
Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selan-
jutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut
umurm.
Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Pasal 51
Untuk mempersiapkan pembelaan:
tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang
dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu
pemeriksaan dimulai;
terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang di-
mengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.

Pasal 52
Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka
terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik
hakim.

Pasal 53
Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka
atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.
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(2) Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.

Pasal 54
Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat
bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu
dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam
undang-undang ini.

Pasal 55
Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka
atau terdakwa berhak memiih sendiri penasihat hukumnya.

Pasal 56

(1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas
tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam de-
ngan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum
sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam
proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

(2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimak-
sud dalam Ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Pasal 57
(1) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi
penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
(2) Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan pena-
hanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya
dalam menghadapi proses perkaranya.

. Pasal 58
Tersangka atau terdakwa yvang dikenakan penahanan berhak menghubungi
dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan, baik
vang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.

Pasal 59
Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan ten-
tang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkat
pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang
serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya
dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum
atau jaminan bagi penangguhannya.

Pasal 60
Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan
dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan ter-
sangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan
ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.
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Pasal 61
Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan
penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya
dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa
untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.

Pasal 62

(1) Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukum-
nya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga
setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau
terdakwa disediakan alat tulis menulis.

(2) Surat menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasihat hukum-
nya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum,
hakim atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan
untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan,

(3) Dalam hal surat untuk tersangka atau terdakwa ditilik atau diperiksa oleh
penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, hal
itu diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim
kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi “telah
ditilik”.

Pasal 63

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan
dari rohaniwan,

Pasal 64
Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk

LIMurm.

Pasal 65
Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan diri mengajukan saksi
dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan
yang menguntungkan bagi dirinya.

Pasal 66
Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

Pasal 67
Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap
putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari
segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan
hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

Pasal 68
Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi

scbagaimana diatur dalam Pasal 95.
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BAB VII
BANTUAN HUKUM

Pasal 69
Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau
ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan
dalam undang-undang ini.

Pasal 70

(1) Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak meng-
hubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan
dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya.

(2) Jika terdapat bukti bahwa penasihat hukum tersebut menyalahgunakan
haknya dalam pembicaraan dengan tersangka maka sesuai dengan tingkat pe-
meriksaan, penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakat-
an memberi peringatan kepada penasihat hukum.

(3) Apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, maka hubungan tersebut
diawasi oleh pejabat yang tersebut pada Ayat (2).

(4) Apabila setelah diawasi, haknya masih disalahgunakan, maka hubungan
tersebut disaksikan oleh pejabat tersebut pada Ayat (2) dan apabila setelah
itu tetap dilanggar maka hubungan selanjutnya dilarang.

Pasal 71
(1) Penasihat hukum, sesuai dengan tingkat pemeriksaan, dalam berhubungan
dengan tersangka diawasi oleh penyidik, penuntut umum atau petugas
lembaga pemasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan.
(2) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, pejabat tersebut pada Ayat
(1) dapat mendengar isi pembicaraan.

Pasal 72
Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang ber-
sangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan
pernbelaannya.

Pasal 73
Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dan tersangka setiap
kali dikehendaki olehnya.

Pasal 74
Pengurangan kebebasan hubungan antara penasihat hukum dan tersangka
sebagaimana tersebut pada Pasal 70 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) dan Pasal 71 dila-
rang, setelah perkara dilimpahkan oleh penuntut umum kepada pengadilan negeri
untuk disidangkan, yang tembusan suratnya disampaikan kepada tersangka atau
penasihat hukumnya serta pihak lain dalam proses.
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BAB VIII
BERITA ACARA

Pasal 75

(1) Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang;:

pemeriksaan tersangka;

penangkapan;

penahanan;

penggeledahan;

pemasukan rumabh;

penyitaan benda;

pemeriksaan surat;

pemeriksaan saksi;

pemeriksaan di tempat kejadian;

pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;

pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-

undang ini.

(2) Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindak-
an tersebut pada Ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.

(3) Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada Ayat (2)
ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut
pada Ayat (1).

on o
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BAB IX
SUMPAH ATAU JAN]JI

Pasal 76
(1) Dalam hal yang berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini diharus-
kan adanya pengambilan sumpah atau janji, maka untuk keperluan tersebut
dipakai peraturan perundang-undangan tentang sumpah atau janji yang
berlaku, baik mengenai isinya maupun mengenai tatacaranya.
(2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak dipenuhi,
maka sumpah atau janji tersebut batal menurut hukum.

BAB X
WEWENANG PENGADILAN
UNTUK MENGADILI

Bagian Kesatu
Praperadilan

Pasal 77
Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:
a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau
penghentian penuntutan;
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b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya
dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pasal 78
(1) Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 77 adalah praperadilan.
(2) Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua peng-
adilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.

Pasal 79
Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan
atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada ketua
pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 80
Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian pe-
nyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum
atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan
menycbutkan alasannya. |

Pasal 81
Permintaan ganti kerugian dan atau rehabiitasi akibat tidak sahnya penang-
kap-an atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntu-
tan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua
pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.

Pasal 82
(1) Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut:

a. dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang
ditunjuk menetapkan hari sidang;

b. dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkap-
an atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau
penuntutan; permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat
tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian
penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak
termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari
tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang;

¢. pemeriksaan tersebut dilakukan cara cepat dan selambat-lambatnya
tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;

d. dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri
sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan
belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;

e.  putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemung-
kinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat
pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan
baru.
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Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai hal seba-
gaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81, harus memuat
dengan jelas dasar dan alasannya.

Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2)

juga memuat hal sebagai berikut:

a.  dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau pena-
hanan tidak sah; maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat
pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;

b. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidik-
an atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap
tersangka wajib dilanjutkan;

c. dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penah-
anan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti
kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu
penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya
tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;

d. dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak
termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa
benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dan
siapa benda itu disita.

Ganti kerugian dapat diminta, yang meliputi hal sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 77 dan Pasal 95.

Pasal 83
Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding.
Dikecualikan dan ketentuan Ayat (1) adalah putusan praperadilan yang
menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan yang
untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah
hukum yang bersangkutan.,

Bagian Kedua
Pengadilan Negeri

Pasal 84
Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak
pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.
Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat
tinggal, berdiam terakhir, di tempat dia diketemukan atau ditahan, hanya
berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman
sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan
Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam
daerahnya tindak pidana itu dilakukan.
Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah
hukum berbagai Pengadilan Negeri, maka tiap Pengadilan Negeri itu masing-
masing berwenang mengadili perkara pidana itu.
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(4) Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya
dan dilakukan oleh seseorang dalam daerah hukum berbagai Pengadilan
Negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan
dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut.

Pasal 85
Dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu Pengadilan Negeri untuk
mengadili suatu perkara, maka atas usul Ketua Pengadilan Negeri atau Kepala
Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung mengusulkan kepada
Menteri Kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk Pengadilan Negeri iain
daripada yang tersebut pada Pasal 84 untuk mengadili perkara dimaksud.

Pasal 86
Apabila seseorang melakukan tindak pidana di luar negeri yang dapat di-
adili menurut hukum Republik Indonesia, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
berwenang mengadili perkaranya.

Bagian Ketiga
Pengadilan Tinggi

Pasal 87
Pengadilan tinggi berwenang mengadili perkara yang diputus oleh peng-
adilan negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.

Bagian Keempat
Mahkamah Agung

Pasal 88
Mahkamah Agung berwenang mengadili semua perkara pidana yang dim-
intakan kasasi.

BAB XI
KONEKSITAS

Pasal 89

(1) Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk
lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa
dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika
menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan
Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan
dalam lingkungan peradilan militer.

(2) Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilaksana-
kan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari penyidik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 dan polisi militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan
oditur militer atau oditur militer tinggi sesuai dengan wewenang mereka
masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara

pidana.
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Tim sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dibentuk dengan surat keputusan
bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman.

Pasal 90

Untuk menetapkan apakah pengadilan dalam lingkungan peradilan militer
atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang akan mengadili
perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 Ayat (1), diadakan
penelitian bersama oleh jaksa atau jaksa tinggi dan oditur militer atau
oditur militer tinggi atas dasar hasil penyidikan tim tersebut pada Pasal 89
Ayat (2).

Pendapat dan penelitian bersama tersebut dituangkan dalam. berita acara
vang ditandatangani oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam
Avat (1).

Jika dalam penelitian bersama itu terdapat persesuaian pendapat tentang
pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut, maka hal itu di-
laporkan oleh jaksa atau jaksa tinggi kepada Jaksa Agung dan oleh oditur
militer atau oditur militer tinggi kepada Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia.

Pasal 91
Jika menurut pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Ayat (3) titik
berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada
kepentingan umum dan karenanya perkara pidana itu harus diadili oleh
pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka perwira penyerah
perkara segera membuat surat keputusan penyerahan perkara yang diserah-
kan melalui oditur militer atau oditur militer tinggi kepada penuntut umum,
untuk dijadikan dasar mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan
negeri yang berwenang.
Apabila menurut pendapat itu titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh
tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan militer sehingga perkara
pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer,
maka pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Ayat (3) dijadikan
dasar bagi Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk
mengusulkan kepada Menteri Pertahan dan Keamanan, agar dengan persetu-
juan Menteri Kehakiman dikeluarkan keputusan Menteri Pertahanan dan
Keamanan yang menetapkan, bahwa perkara pidana tersebut diadili oleh
pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
Surat keputusan tersebut pada Ayat (2) dijadikan dasar bagi perwira pe-
nyerah perkara dan jaksa atau jaksa tinggi untuk menyerahkan perkara
tersebut kepada mahkamah militer atau mahkamah militer tinggi.

Pasal 92
Apabila perkara diajukan kepada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 91 Ayat (1), maka berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh
tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 Ayat (2) dibubuhi catatan oleh
penuntut umum yang mengajukan perkara, bahwa berita acara tersebut telah
diambil alih olehnya.
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Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berlaku juga bagi oditur
militer atau oditur militer tinggi apabila perkara tersebut akan diajukan
kepada pengadi!an dalam Iingkungan peradilan militer.

Pasal 93
Apabila dalam penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Ayat (1)
terdapat perbedaan pendapat antara penuntut umum dan oditur militer atau
oditur militer tinggi, mereka masing-masing melaporkan tentang perbedaan
pendapat itu secara tertulis, dengan disertai berkas perkara yang bersang-
kutan melalui jaksa tinggi, kepada Jaksa Agung dan kepada Oditur Jenderal
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
Jaksa Agung dan Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
bermusyawarah untuk mengambil keputusan guna mengakhiri perbedaan
pendapat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).
Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Jaksa Agung dan Oditur Jen-
deral Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, pendapat Jaksa Agung yang
menentukan.

Pasal 94
Dalam hal perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 Ayat (1)
diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum atau lingkungan
peradilan militer, yang mengadili perkara tersebut adalah majelis hakim yang
terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang hakim.
Dalam hal pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang mengadili
perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 Ayat (1), majelis hakim
terdiri dari hakim ketua dari lingkungan peradilan umum dan hakim ang-
gota masing-masing ditetapkan dari peradilan umum dan peradilan militer
secara berimbang,.
Dalam hal pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang mengadili
perkara pidana tersebut pada Pasal 89 Ayat (1), majelis hakim terdiri dari
hakim ketua dari lingkungan peradilan militer dan hakim anggota secara
berimbang dari masing-masing lingkungan peradilan militer dan dari per-
adilan umum yang diberi pangkat militer tituler.
Ketentuan tersebut pada Ayat (2) dan Ayat (3) berlaku juga bagi pengadilan
tingkat banding.
Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan dan Keamanan secara timbal
balik mengusulkan pengangkatan hakim anggota sebagaimana dimaksud
dalam Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) dan hakim perwira sebagaimana di-
maksud dalam Ayat (3), dan Ayat (4).
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BAB XII
GANTI KERUGIAN
DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu
Ganti Kerugian

Pasal 95
Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena
ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa
alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai
orangnya atau hukum yang diterapkan.
Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan
atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-
undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan
sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke
pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 77.
Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diajukan
oleh tersangka, terdakwa, terpidana, atau ahli warisnya kapada pengadilan
yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut
pada Ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama
vang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada Ayat (4)
mengikuti acara praperadilan.

Pasal 96
Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan.
Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) memuat dengan lengkap
semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.

Bagian Kedua
Rehabilitasi

Pasal 97

Scorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus
bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah
mempunyai kekuatan hukum tetap.

Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan
pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).

Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan
tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai
orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95
Ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh
hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77.

Visimedia



(2)

(2)

(1)

(2)

BAB XIII
PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN
GANTI KERUGIAN

Pasal 98

Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu peme-
riksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian
bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat
menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada
perkara pidana itu.

Permintaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat diajukan
selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana,
Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-
lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Pasal 99
Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada
perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan ne-
geri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut,
tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya
vang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.
Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili
gugatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) atau gugatan dinyatakan
tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan
hukum-an penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugi-
kan.
Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan
tetap apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.

Pasal 100
Apabila teriadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana,
maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan
tingkat banding,.
Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan
banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak
diperkenankan.

Pasal 101

Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti

kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain.
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BAB XIV
PENYIDIKAN

Bagian Kesatu
Penyelidikan

Pasal 102

(1) Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang
terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib
segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.

(2) Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik
wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidi-
kan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 Ayat (1) huruf b.

(3) Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada Ayat (1) dan Ayat (2) pe-
nyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik
sedaerah hukum.

Pasal 103
(1) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani
oleh pelapor atau pengadu.
(2) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh pe-
nyelidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyelidik.

Pasal 104
Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyelidik wajib menunjukkan
tanda pengenalnya.

Pasal 105

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyelidik dikoordinasi, diawasi
dan diberi petunjuk oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 Ayat (1) huruf a.

Bagian Kedua
Penyidikan

Pasal 106
Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang
terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib
segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.

Pasal 107

(1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik tersebut pada Pasal 6 Ayat (1) huruf
a memberikan petunjuk kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 Ayat (1) huruf
b dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan.

(2) Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana se-
dang dalam penyidikan oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 Ayat (1) hurufb
dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut
umum, penyidik tersebut pada Pasal 6 Ayat (1) huruf b melaporkan hal itu
kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 Ayat (1) huruf a.
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(3)

(1)

(2)

(4)
(9)
(6)

(1)

(2)

(3)

(2)

(3)

(4)

Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik tersebut pada
Pasal 6 Ayat (1) huruf b, dia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada
penuntut umum melalui penyidik tersebut pada Pasal 6 Ayat (1) huruf a.

Pasal 108
Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau menjadi
korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan
laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan
maupun tertulis.
Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak
pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau
terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada
penyelidik atau penyidik.
Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengeta-
hui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera
melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik.
Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani
oleh pelapor atau pengadu.
Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh pe-
nyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.
Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyelidik atau penyidik harus
memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang
bersangkutan.

Pasal 109
Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa
yvang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada
penuntut umum,
Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup
bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau
penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal
itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
Dalam hal penghentian tersebut pada Ayat (2) dilakukan oleh penyidik seba-
gaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) hurufb, pemberitahuan mengenai
hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

Pasal 110
Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib
segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.
Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut
ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan
berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.
Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dileng-
kapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan
petunjuk dari penuntut umum.
Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari
penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum
batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari
penuntut umum kepada penyidik.
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Pasal 111

(1) Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang
yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman, dan
keamanan umum wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau
tanpa barang bukti kepada penyelidik atau penyidik.

(2) Setelah menerima penyerahan tersangka sebagaimana dimaksud dalam
Avyat (1) penyelidik atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan
tindakan lain dalam rangka penyidikan.

(3) Penyelidik dan penyidik yang telah menerima laporan tersebut segera datang
ke tempat kejadian dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat
itu selama pemeriksaan di situ belum selesai.

(4) Pelanggar larangan tersebut dapat dipaksa tinggal di tempat itu sampai
pemeriksaan dimaksud di atas selesai.

Pasal 112

(1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pe-
manggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang
dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan
memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan
dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.

(2) Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika dia tidak da-
tang penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk
membawa kepadanya.

Pasal 113
Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut
dan wajar bahwa dia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pe-
meriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya.

Pasal 114
[Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimu-
lainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya
tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa dia dalam

perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 56.

Pasal 115

(1) Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka
penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat
serta mendengar PE[’]’[EI‘“Q?E'IEI”.

(2) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara penasihat hukum dapat hadir
dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap
tersangka.

Pasal 116
(1) Saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan
untuk diduga bahwa dia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di
pengadilan.
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(2) Saksidiperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan
vang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya.

(3) Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah dia menghendaki didengarnya
saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu
dicatat dalam berita acara.

(4) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) penyidik wajib memanggil
dan memeriksa saksi tersebut.

Pasal 117

(1) Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekan-
an dari siapa pun dan atau dalam bentuk apa pun.

(2) Dalam hal tersangka memberi keterangan tentang apa yang sebenarnya
dia telah lakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan
kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara seteliti-telitinya sesuai
dengan kata vang dipergunakan oleh tersangka sendiri.

Pasal 118
(1) Keterangan tersangka dan atau saksi dicatat dalam berita acara yang ditanda-
tangani oleh penyidik dan oleh yang memberi keterangan itu setelah mereka
menyetujui 1sinya.
(2) Dalam hal tersangka dan atau saksi tidak mau membubuhkan tanda tangan-
nya, penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebut alasan-
nya.

Pasal 119
Dalam hal tersangka dan atau saksi yang harus didengar keterangannya
berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang menjalankan
penyidikan, pemeriksaan terhadap tersangka dan atau saksi dapat dibebankan
kepada penyidik di tempat kediaman atau tempat tinggal tersangka dan atau
saksi tersebut.

Pasal 120

(1) Dalam hal penyidik menganggap perlu, dia dapat minta pendapat orang ahli
atau orang yang memiliki keahlian khusus.

(2) Ahlitersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik
bahwa dia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-
baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau
jabatannya yang mewajibkan dia menyimpan rahasia dapat menolak untuk
memberikan keterangan yang diminta.

Pasal 121
Penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara
yang diberi tanggal dan memuat tindak pidana yang dipersangkakan, dengan
menyebut waktu, tempat, dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan,
nama dan tempat tinggal dari tersangka dan atau saksi, keterangan mereka, catatan
mengenai akta dan atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk
kepentingan penyelesaian perkara.
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Pasal 122

Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah pena-
hanan itu dijalankan dan harus mulai diperiksa oleh penyidik.

Pasal 123

(1) Tersangka, keluarga, atau penasihat hukum dapat mengajukan keberatan atas
penahanan atau jenis penahanan tersangka kepada penyidik yang melakukan
penahanan itu,

(2) Untuk itu penyidik dapat mengabulkan permintaan tersebut dengan
mempertimbangkan tentang perlu atau tidaknya tersangka itu tetap ditahan
atau tetap ada dalam jenis penahanan tertentu.

(3) Apabila dalam waktu tiga hari permintaan tersebut belum dikabulkan oleh
penyidik, tersangka, keluarga, atau penasihat hukum dapat mengajukan hal
itu kepada atasan penyidik.

(4) Untuk itu atasan penyidik dapat mengabulkan permintaan tersebut dengan
mempertimbangkan tentang perlu atau tidaknya tersangka itu tetap ditahan
atau tetap ada dalam jenis tahanan tertentu.

(5) Penyidik atau atasan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat tersebut
di atas dapat mengabulkan permintaan dengan atau tanpa syarat.

Pasal 124
Dalam hal apakah sesuatu penahanan sah atau tidak sah menurut hukum,
tersangka, keluarga, atau penasihat hukum dapat mengajukan hal itu kepada
pengadilan negeri setempat untuk diadakan praperadilan guna memperoleh pu-
tusan apakah penahanan atas diri tersangka tersebut sah atau tidak sah menurut
undang-undang ini.

Pasal 125
Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan rumah terlebih dahulu
menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya, selanjutnya
berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34.

Pasal 126

(1) Penyidik membuat berita acara tentang jalannya dari hasil penggeledahan
rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (5).

(2) Penyidik membacakan lebih dahulu berita acara tentang penggeledahan
rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditanda-
tangani oleh penyidik maupun tersangka atau keluarganya dan atau kepala
desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.

(3) Dalam hal tersangka atau keluarganya tidak mau membubuhkan tanda
tangannya, hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya

Pasal 127
(I) Untuk keamanan dan ketertiban penggeledahan rumah, penyidik dapat
mengadakan penjagaan atau penutupan tempat yang bersangkutan.
(2) Dalam hal ini penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap
perlu tidak meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlang-
sung.

178 Visimedia



Pasal 128
Dalam hal penyidik melakukan penyitaan, terlebih dahulu dia menunjukkan

tanda pengennln}rn kepada orang dari mana benda itu disita.

(1)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 129
Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana
benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat minta keterangan
tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau
ketua lingkungan dengan dua orang saksi.
Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu
kepada orang darimana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi
tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya
dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.
Dalam hal orang dari mana benda itu disita atau keluarganya tidak mau
membubuhkan tanda tangannya hal itu dicatat dalam berita acara dengan
menyebut alasannya.
Turunan dari berita acara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya,
orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan kepala desa.

Pasal 130

Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat berat dan atau jumlah menurut jenis
masing-masing, ciri maupun sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan,
identitas orang dari mana benda itu disita dan lain-lainnya yang kemudian
diberi hak dan cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik.

Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus, penyidik memberi catat-
an sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), yang ditulis di atas label yang
ditempelkan dan atau dikaitkan pada benda tersebut.

Pasal 131

Dalam hal sesuatu tindak pidana sedemikian rupa sifatnya sehingga ada
dugaan kuat dapat diperoleh keterangan dari berbagai surat, buku atau kitab,
daftar dan sebagainya, penyidik segera pergi ke tempat yang dipersangkakan
untuk menggeledah, memeriksa surat, buku atau kitab, daftar, dan sebagainya
dan jika perlu menyitanya.

Penyitaan tersebut dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana diatur
dalam Pasal 129 undang-undang ini.

Pasal 132

Dalam hal diterima pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu atau
dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk kepentingan pe-
nyidikan, oleh penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari
orang ahli.

Dalam hal timbul dugaan kuat bahwa ada surat palsu atau yang dipalsukan,
penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang
atau dapat minta kepada pejabat penyimpan umum yang wajib dipenuhi,
supaya dia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk
dipergunakan sebagai bahan perbandingan.
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(3)

(4)

(9)

(6)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

3)

Dalam hal suatu surat yang dipandang perlu untuk pemeriksaan, menjadi
bagian serta tidak dapat dipisahkan dari daftar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 131, penyidik dapat minta supaya daftar itu seluruhnya selama
waktu yang ditentukan dalam surat permintaan dikirimkan kepadanya untuk
diperiksa, dengan menyerahkan tanda penerimaan.

Dalam hal surat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) tidak menjadi bagian
dari suatu daftar, penyimpan membuat salinan sebagai penggantinya sam-
pai surat yang asli diterima kembali yang dibagian bawah dari salinan itu
penyimpan mencatat apa sebab salinan itu dibuat.

Dalam hal surat atau daftar itu tidak dikirimkan dalam waktu yang diten-
tukan dalam surat permintaan, tanpa alasan yang sah, penyidik berwenang
mengambilnya.

Semua pengeluaran untuk penyelesaian hal tersebut dalam pasal ini dibe-
bankan pada dan sebagai biaya perkara.

Pasal 133

Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban
baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang meru-
pakan tindak pidana, dia berwenang mengajukan permintaan keterangan
ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan
secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemer-
iksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.
Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada
rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan
terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilak
dengan diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain
badan mayat.

Pasal 134
Dalam hal sangat diperlukan di mana untuk keperluan pembuktian bedah
mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih
dahulu kepada keluarga korban.
Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-
jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan
tersebut.
Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apa pun dari keluarga
atau pihak yang diberi tahu tidak diketemukan, penyidik segera melaksana-
kan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 Ayat (3) undang-
undang ini.

Pasal 135
Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan perlu melakukan peng-

galian mayat, dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
[’asal 133 Ayat (2) dan Pasal 134 Ayat (1) undang-undang ini.

Pasal 136
Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana

dimaksud dalam Bagian Kedua Bab 14 ditanggung oleh negara.
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BAB XV
PENUNTUTAN

Pasal 137
Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun
yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan
melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Pasal 138

(1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dan penyidik segera
mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberi-
tahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau
belum.

(2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum
mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang
hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas
hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan
kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Pasal 139
Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan
yvang lengkap dari penyidik, dia segera menentukan apakah berkas perkara itu su-
dah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.

Pasal 140
(1) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat
dilakukan penuntutan, dia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.
(2) a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penun-
tutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata
bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum,
penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.

b. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila
dia ditahan, wajib segera dibebaskan.

c. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka
atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara,
penyidik dan hakim,

d. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat
melakukan penuntutan terhadap tersangka.

Pasal 141
Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya
dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan
dia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

a. beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan
kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabung-
annya;

b. beberapa tindak pidana yang bersangkut-paut satu dengan yang lain;

beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut-paut satu dengan yang lain,

akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam
hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

[
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Pasal 142
Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat

beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang
tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan
penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah,

(1)

(2)

(3)
(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)
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Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan per-
mintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dak-
waadl.

Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda-

tangani serta berisi: .

a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin,
kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;

b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang
didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu
dilakukan.

Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Ayat (2) huruf b batal demi hukum.

Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan

kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik,

pada saat yang bersamaan. dengan penyampaian surat pelimpahan perkara
tersebut ke pengadilan negeri.

Pasal 144
Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan me-
netapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun
untuk tidak melanjutkan penuntutannya.
Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali
selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dirnulai.
Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan dia menyampaikan
turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik.

BAB XVI
PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Bagian Kesatu
Panggilan dan Dakwaan

Pasal 145
Pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan dilakukan secara sah,
apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada terdakwa di alamat
tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui, disam-
paikan di tempat kediaman terakhir.
Apabila terdakwa tidak ada di tempat tinggalnya atau ditempat kediaman
terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa yang berdaerah
hukum tempat tinggal terdakwa atau tempat kediaman terakhir.
Dalam hal terdakwa ada dalam tahanan surat panggilan disampaikan kepa-
danya melalui pejabat rumah tahanan negara.
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(2)

Penerimaan surat panggilan oleh terdakwa sendiri ataupun oleh orang lain
atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan.

Apabila tempat tinggal maupun tempat kediaman terakhir tidak dikenal, surat
panggilan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung pengadilan
yang berwenang mengadili perkaranya.

Pasal 146

Penuntut umum menvampaikan surat panggilan kepada terdakwa yang
memuat tanggal, hari, serta jam sidang dan untuk perkara apa dia dipanggil
yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga
hari sebelum sidang dimulai.

Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada saksi yang memuat
tanggal, hari serta jam sidang dan untuk perkara apa dia dipanggil yang
harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari
sebelum sidang dimulai.

Bagian Kedua
Memutus Sengketa mengenai Wewenang Mengadili

Pasal 147
Setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut

umum, ketua mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan
yang dipimpinnya.

(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 148
Dalam hal ketua pengadilan negeri berpendapat, bahwa perkara pidana itu
tidak termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya, tetapi termasuk
wewenang pengadilan negeri lain, dia menyerahkan surat pelimpahan
perkara tersebut kepada pengadilan negeri lain yang dianggap berwenang
mengadilinya dengan surat penetapan yang memuat alasannya.
Surat pelimpahan perkara tersebut diserahkan kembali kepada penuntut
umum selanjutnya kejaksaan negeri yang bersangkutan menyampaikannya
kepada kejaksaan negeri di tempat pengadilan negeri yang tercantum dalam
surat penetapan.
Turunan surat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) disarnpaikan
kepada terdakwa atau penasihat hukum dan penyidik.

Pasal 149

Dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap surat penetapan peng-

adilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, maka:

a. Dia mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi yang bersang-
kutan dalam waktu tujuh hari setelah penetapan tersebut diterima;

b. tidak dipenuhinya tenggang waktu tersebut di atas mengakibatkan
batalnya perlawanan;

c.  perlawanan tersebut disampaikan kepada ketua pengadilan negeri se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 148 dan hal itu dicatat dalam buku
daftar panitera;

d. dalam waktu tujuh hari pengadilan negeri wajib meneruskan perlawan-
an tersebut kepada pengadilan tinggi yang bersangkutan.
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(2) Pengadilan tinggi dalam waktu paling lama empat belas hari setelah me-
nerima perlawanan tersebut dapat menguatkan atau menolak perlawanan
itu dengan surat penetapan.

(3) Dalam hal pengadilan tinggi menguatkan perlawanan penuntut umum,
maka dengan surat penetapan diperintahkan kepada pengadilan negeri yang
bersangkutan untuk menyidangkan perkara tersebut.

(4) Jika pengadilan tinggi menguatkan pendapat pengadilan negeri, pengadilan
tinggi mengirimkan berkas perkara pidana tersebut kepada pengadilan negeri
yang bersangkutan,

(5) Tembusan surat penetapan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud dalam
Avyat (3) dan Ayat (4) disampaikan kepada penuntut umum.

Pasal 150
Sengketa tentang wewenang mengadili terjadi:
a. jika dua pengadilan atau lebih menyatakan dirinya berwenang mengadili
atas perkara yang sama;
b. jikadua pengadilan atau lebih menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili
p-L‘l‘kElI'EI yang sama.
Pasal 151

(1) Pengadilan tinggi memutus sengketa wewenang mengadili antara dua peng-
adilan negeri atau lebih yang berkedudukan dalam daerah hukumnya.
(2) Mahkamah Agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua seng-
keta tentang wewenang mengadili:
a. antara pengadilan dari satu lingkungan peradilan dengan pengadilan
dari lingkungan peradilan yang lain;
b.  antara dua pengadilan negeri yang berkedudukan dalam daerah hukum
pengadilan tinggi yang berlainan;
¢. antara dua pengadilan tinggi atau lebih.

Bagian Ketiga
Acara Pemeriksaan Biasa

Pasal 152

(I) Dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan
berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan
menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang
ditunjuk itu menetapkan hari sidang,.

(2) Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud dalam Ayat
(1) memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa
dan saksi untuk datang di sidang pengadilan.

Pasal 153
(1) Pada hari yang ditentukan menurut Pasal 152 pengadilan bersidang.
(2) a. Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang
dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh
terdakwa dan saksi;
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(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

—
L
o —_

(6)

(7)

(1)

(2)

b.  Diawajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan
yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan jawaban secara
tidak bebas.

Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan

menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusi-

laan atau terdakwanya anak-anak.

Tidak dipenuhinya ketentuan dalam Ayat (2) dan Ayat (3) mengakibatkan

batalnya putusan demi hukum.

Hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai

umur tujuh belas tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang.

Pasal 154
Hakim ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan
jika dia dalam tahanan, dia dihadapkan dalam keadaan bebas.
Jika dalam pemeriksaan perkara terdakwa yang tidak ditahan tidak hadir
pada hari sidang yang telah ditetapkan, hakim ketua sidang meneliti apakah
terdakwa sudah dipanggil secara sah.
Jika terdakwa dipanggil secara tidak sah, hakim ketua sidang rnenunda per-
sidangan dan memerintahkan supaya terdakwa dipanggil lagi untuk hadir
pada hari sidang berikutnya.
Jika terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang
tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilangsung-
kan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali
lagi.
Jika dalam suatu perkara ada lebih dari seorang terdakwa dan tidak semua
terdakwa hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap terdakwa yang hadir
dapat dilangsungkan.
Hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa
alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan
dengan paksa pada sidang pertama berikutnya.
Panitera mencatat laporan dari penuntut umum tentang pelaksanaan se-
bagaimana dimaksud dalam Ayat (3) dan Ayat (6) dan menyampaikannya
kepada hakim ketua sidang,.

Pasal 155

Pada permulaan sidang. hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa

tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin,

kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya serta mengingatkan
terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihat-
nya di sidang.

a. Sesudah itu hakim ketua sidang minta kepada penuntut umum untuk
membacakan surat dakwaan;

b. Selanjutnya hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah
dia sudah benar-benar mengerti, apabila terdakwa ternyata tidak
mengerti, penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib
memberi penjelasan yang diperlukan.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

(2)
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Pasal 156

Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa
pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak
dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi
kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, ha-
kim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil
keputusan.

Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak

diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim ber-

pendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka
sidang dilanjutkan.

Dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap keputusan tersebut,

maka dia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi melalui

pengadilan negeri yang bersangkutan,

Dalam hal perlawanan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hu-

kumnya diterima oleh pengadilan tinggi, maka dalam waktu empat belas

hari, pengadilan tinggi dengan surat penetapannya membatalkan putusan
pengadilan negeri dan memerintahkan pengadilan negeri yang berwenang
untuk memeriksa perkara itu.

a.  Dalam hal perlawanan diajukan bersama-sama dengan permintaan
banding oleh terdakwa atau penasihat hukumnya kepada pengadilan
tinggi, maka dalam waktu empat belas hari sejak dia menerima perkara
dan membenarkan perlawanan terdakwa, pengadilan tinggi dengan
keputusan membatalkan putusan pengadilan negeri yang bersangkutan
dan menunjuk pengadilan negeri yang berwenang;

b. Pengadilan tinggi menyampaikan salinan keputusan tersebut kepada
pengadilan negeri yang berwenang dan kepada pengadilan negeri
vang semula mengadili perkara yang bersangkutan dengan disertai
berkas perkara untuk diteruskan kepada kejaksaan negeri yang telah
melimpahkan perkara itu.

Apabila pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Ayat

(5) berkedudukan di daerah hukum pengadilan tinggi lain maka kejaksaan

negeri mengirimkan perkara tersebut kepada kejaksaan negeri dalam daerah

hukum pengadilan negeri yang berwenang di tempat itu.

Hakim ketua sidang karena jabatannya walaupun tidak ada perlawanan,

setelah mendengar pendapat penuntut umum dan terdakwa dengan surat

penetapan yang memuat alasannya dapat menyatakan pengadilan tidak
berwenang.

Pasal 157

Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari mengadili perkara tertentu
apabila dia terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat
ketiga, hubungan suami atau isteri meskipun sudah bercerai dengan hakim
ketua sidang, salah seorang hakim anggota, penuntut umum atau panit-
era.

Hakim ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum atau panitera wajib
mengundurkan diri dari menangani perkara apabila terikat hubungan ke-
luarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami
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(3)

atau isteri meskipun sudah bercerai dengan terdakwa atau dengan penasihat
hukum.

Jika dipenuhi ketentuan Ayat (1) dan Ayat (2) mereka yang mengundurkan
diri harus diganti dan apabila tidak dipenuhi atau tidak diganti sedangkan
perkara telah diputus, maka perkara wajib segera diadili ulang dengan
susunan yang, lain.

Pasal 158
Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang

tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

Pasal 159

Hakim ketua sidang selanjutnya meneliti apakah semua saksi yang dipanggil
telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi ber-
hubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.
Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan ha-
kim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi
itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan
supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan.

Pasal 160

a. Saksidipanggil ke dalam ruang sidang se-orang demi seorang menurut
urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang set-
elah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa, atau penasihat
hukum:

b. Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang
menjadi saksi;

¢.  Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberat-
kan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau
yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum
selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan,
hakim ketua sidang wajib mendengar kKeterangan saksi tersebut.

Hakim ketua sidang menanyakan kepada saksi keterangan tentang nama

lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan,

tempat tinggal, agama dan pekerjaan, selanjutnya apakah dia kenal terdakwa

sebelum terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan serta

apakah dia berkeluarga sedarah atau semenda dan sampai derajat keberapa

dengan terdakwa, atau apakah dia suami atau isteri terdakwa meskipun

sudah bercerai atau terikat hubungan kerja dengannya.

Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janj

menurut cara agamanya masing-masing, bahwa dia akan memberikan ke-

terangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

Jika pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah

atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberi keterangan.

Pasal 161

Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah
atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 Ayat (3) dan Ayat (4),
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(2)

(1)

(2)

maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang dia dengan surat
penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah
tahanan negara paling lama empat belas hari.

Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi
atau ahli tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka keterang-
an yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan
keyakinan hakim.

Pasal 162

Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia
atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipang-
gil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab
lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang
telah diberikannya itu dibacakan.

Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka ke-
terangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah
yang diucapkan di sidang,

Pasal 163
Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat

dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta
minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara
pemeriksaan sidang.

(1)

(2)

(3)

(1)
(2)

(3)

(4)

188

Pasal 164
Setiap kali seorang saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua sidang
menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan
tersebut.
Penuntut umum atau penasihat hukum dengan perantaraan hakim ketua
sidang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan
terdakwa.
Hakim ketua sidang dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh
penuntut umum atau penasihat hukum kepada saksi atau terdakwa dengan
memberikan alasannya.

Pasal 165
Hakim ketua sidang dan hakim anggota dapat minta kepada saksi segala
keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran.
Penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum dengan perantaraan hakim
ketua sidang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada
saksi.
Hakim ketua sidang dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh penuntut
umum, terdakwa atau penasihat hukum kepada saksi dengan memberikan
alasannya.
Hakim dan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan
perantaraan hakim ketua sidang, dapat saling menghadapkan saksi untuk
menguji kebenaran keterangan mereka masing-masing.
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Pasal 166
Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa;
maupun kepada saksi

Pasal 167
(1) Setelah saksi memberi keterangan, dia tetap hadir di sidang kecuali hakim
ketua sidang memberi izin untuk meninggalkannya.
(2) Izin itu tidak diberikan jika penuntut umum atau terdakwa atau penasihat
hukum mengajukan permintaan supaya saksi itu tetap menghadiri sidang,.
(3) Para saksi selama sidang dilarang saling bercakap-cakap.

Pasal 168
Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar
keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

a. keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah
sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai
terdakwa.

b. saudara dan terdakwa atau yang bérsama-sama sebagai terdakwa, saudara
ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena
perkawinan dari anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga

¢, suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama
sebagai terdakwa.

Pasal 169
(I) Dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 menghendakinya
dan penuntut umum serta tegas menyetujuinya dapat memberi keterangan
di bawah sumpah.
(2) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), mereka diperbo-
lehkan memberikan keterangan tanpa sumpabh.

Pasal 170
(1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat, atau jabatannya diwajibkan
menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk mem-
beri keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada
mereka.
(2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan
tersebut.

Pasal 171
Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah:

a. anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah
kawin:

b. orang sakitingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik
kembali.

Pasal 172
(1) Setelah saksi memberi keterangan maka terdakwa atau penasihat hukum
atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kepada hakim ketua
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sidang, agar di antara saksi tersebut yang tidak mereka kehendaki kehadiran-
nya, dikeluarkan dari ruang sidang, supaya saksi lainnya dipanggil masuk
oleh hakim ketua sidang untuk didengar keterangannya, baik seorang demi
seorang maupun bersama-sama tanpa hadirnya saksi yang dikeluarkan
tersebut.

(2) Apabila dipandang perlu hakim karena jabatannya dapat minta supaya
saksi yang telah didengar keterangannya ke luar dari ruang sidang untuk
selanjutnya mendengar keterangan saksi yang lain.

Pasal 173
Hakim ketua sidang dapat mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu
tanpa hadirnya terdakwa, untuk itu dia minta terdakwa ke luar dari ruang sidang
akan tetapi sesudah itu pemeriksaan perkara tidak boleh diteruskan sebelum
kepada terdakwa diberitahukan semua hal pada waktu dia tidak hadir.

Pasal 174

(1) Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang
memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan
keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang da-
pat dikenakan kepadanya apabila dia tetap memberikan keterangan palsu.

(2) Apabilasaksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jaba-
tannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi
perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan
dakwaan sumpah palsu.

(3) Dalam hal yang demikian oleh panitera segera dibuat berita acara peme-
riksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan
persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara
tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta panitera dan segera
diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan
undang-undang ini.

(4) Jika perlu hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalam perkara semula
sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai.

Pasal 175
Jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab, per-
tanyaan yang diajukan kepadanya, hakim ketua sidang menganjurkan untuk
menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan.

Pasal 176

(1) Jika terdakwa bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ke-
tertiban sidang, hakim ketua sidang menegurnya dan jika teguran itu tidak
diindahkan dia memerintahkan supaya terdakwa dikeluarkan dari ruang
sidang, kemudian pemeriksaan perkara pada waktu itu dilanjutkan tanpa
hadirnya terdakwa.

(2) Dalam hal terdakwa secara terus menerus bertingkah laku yang tidak patut
sehingga mengganggu ketertiban sidang, hakim ketua sidang mengusahakan
upaya sedemikian rupa sehingga putusan tetap dapat dijatuhkan dengan
hadirnya terdakwa.
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(1)

(2)

(1)
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(3)
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(1)
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Pasal 177
Jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang
menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan men-
terjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.
Dalam hal seorang tidak boleh menjadi saksi dalam suatu perkara dia tidak
boleh pula menjadi juru bahasa dalam perkara itu.

Pasal 178

Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim
ketua sidang mengangkat sebagai penterjemah orang yang pandai bergaul
dengan terdakwa atau saksi itu.

Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli tetapi dapat menulis, hakim
ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran kepadanya
secara tertulis dan kepada terdakwa atau saksi tersebut diperintahkan untuk
menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus
dibacakan.

Pasal 179

Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakim-
an atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi
keadilan,

Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang
memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan
sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan
yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Pasal 180
Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul
di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan
dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.
Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat
hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Ayat
(1) hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang.
Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian
ulang sebagaimana tersebut pada Ayat (2).
Penelitian ulang sebagaimana tersebut pada Ayat (2) dan Ayat (3) dilakukan
oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi
lain yang mempunyai wewenang untuk itu.

Pasal 181
Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang
bukti dan menanyakan kepadanya apakah dia mengenal benda itu dengan
memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 undang-
undang ini.
Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada
saksi.
Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, hakim ketua sidang membacakan
atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan
selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.
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(1)

(2)

(6)

(7)

(8)

Pasal 182

a.  Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan
tuntutan pidana;

b.  Selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembe-
laannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan
bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran ter-
akhir.

c.  Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara
tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua
sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.

Jika acara tersebut pada Ayat (1) telah selesai, hakim ketua sidang menya-

takan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat

membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena
jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau
penasihat hukum dengan memberikan alasannya.

Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil

keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa,

saksi, penasihat hukum, penuntut umum, dan hadirin meninggalkan ruangan
sidang.

Musyawarah tersebut pada Ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan

dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.

Dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan

dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan

yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan
semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.

Pada asasnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil per-

mufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-

sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut.

a. putusan diambil dengan suara terbanyak;

b. jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh, putusan
yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi
terdakwa.

Pelaksanaan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (6)

dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk ke-

perluan itu dan isi buku tersebut sifatnya rahasia.

Putusan pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari

itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada

penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum.

Bagian Keempat
Pembuktian dan Putusan dalam Acara Pemeriksaan Biasa

Pasal 183
Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila

dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dia memperoleh keyakinan
bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang
bersalah melakukannya.
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(2)
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(7)

Pasal 184
Alat bukti yang sah ialah:

a. keterangan saksi;
b. keterangan ahli;
c. surat;

d. petunjuk;

=

keterangan terdakwa.
Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Pasal 185
Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang
pengadilan.
Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ter-
dakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) tidak berlaku apabila
disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian
atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila
keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian
rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan
tertentu.
Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja,
bukan merupakan keterangan saksi.
Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan
sungguh-sungguh memperhatikan:
a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
b.  persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi
keterangan yang tertentu;
d. carahidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umum-
nya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan
yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai
dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai
tambahan alat bukti sah yang lain.

Pasal 186
Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang

pengadilan.

Pasal 187
Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 Ayat (1) huruf ¢, dibuat atas

sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

a.

berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum
yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan
tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya
sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya
itu;
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(1)

(2)

(2)

3)
(4)

d.

194

surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau
surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata
laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi
pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan
keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara
resmi dan padan}ra;

surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari
alat pembuktian yang lain.

Pasal 188
Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaian-
nya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana
itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa
pelakunya.
Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat diperoleh

dari:
a. keterangan saksi;
b. surat:

¢. keterangan terdakwa.

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap
keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah
dia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan
berdasarkan hati nuraninya.

Pasal 189
Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang
perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau alami send-
iri.
Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk
membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung
oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan
kepadanya.
Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa dia ber-
salah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus
disertai dengan alat bukti yang lain.

Pasal 190
Selama pemeriksaan di sidang, jika terdakwa tidak ditahan, pengadilan da-
pat memerintahkan dengan surat penetapannya untuk menahan terdakwa
apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu.
Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dapat memerintahkan dengan surat
penetapannya untuk membebaskan terdakwaa jika terdapat alasan cukup
untuk itu dengan mengingat ketentuan Pasal 30.
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Pasal 191

Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, ke-
salahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan keépada
terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana,
maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2), terdakwa
yvang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika
itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah terdakwa perlu ditahan.

Pasal 192
Perintah untuk membebaskan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
191 Ayat (3) segera dilaksanakan oleh jaksa sesudah putusan diucapkan.
Laporan tertulis mengenai pelaksanaan perintah tersebut yang dilampiri
surat penglepasan, disampaikan kepada ketua pengadilan yang bersangkutan
selambat-lambatnya dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam.

Pasal 193

Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak

pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pi-

dana.

a. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan,
dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila
dipenuhi ketentuan Pasal 21 dasi terdapat alasan cukup untuk itu.

b. Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putus-
annya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau
membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu.

Pasal 194
Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan
hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserah-
kan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya
tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-
undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau
dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
Kecuali apabila terdapat alasan yang sah, pengadilan menetapkan supaya
barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai.
Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai sesuatu syarat
apa pun kecuali dalam hal putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan
hukum tetap.

Pasal 195
Semua putusan pengadilan. hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum

a]:-abiia diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

(1)

Pasal 196

Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal
undang-undang ini menentukan lain.
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(2) Dalam hal terdapat lebih dari seorang terdakwa dalam satu perkara, putusan
dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada.

(3) Segerasesudah putusan pemidanaan diucapkan, bahwa hakim ketua sidang
wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi
haknya, yaitu:

.

b.

e.

hak segera menerima atau. segera menolak putusan;

hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak
putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang
ini;

hak minta menangguhkan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu
yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi,
dalam hal dia menerima putusan;

hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang
waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini, dalam hal dia menolak
putusan;

hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam
tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini.

Pasal 197

(1) Surat putusan pemidanaan memuat:

el.

b.

k.

II‘

kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin,
kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;

pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan
beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang
menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa,

tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;

pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan
atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi
dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan
vang meringankan terdakwa;

hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali
perkara diperiksa oleh hakim tunggal;

pernyataan kesalahan terdakwa, pernyata-an telah terpenuhi semua
unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya
dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;

ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan
jumlah-nya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana
letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibe-
baskan:

hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang
memutus dan nama panitera;

(2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam Ayat (1) hurufa, b, ¢, d, e, f, h, j, k, dan
| pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.
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(1)

(2)

(1)

(2)

Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-
undang ini,

Pasal 198
Dalam hal seorang hakim atau penuntut umum berhalangan, maka ketua
pengadilan atau pejabat kejaksaan yang berwenang wajib segera menunjuk
pengganti pejabat yang berhalangan tersebut.
Dalam hal penasihat hukum berhalangan, dia menunjuk penggantinya dan
apabila pengganti ternyata tidak ada atau juga berhalangan, maka sidang
berjalan terus.

Pasal 199

Surat putusan bukan pemidanaan memuat:

a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) kecuali huruf
e, f dan h:

b. pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala
tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan
perundang-undangan yang menjadi dasar putusan;

c.  perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika dia ditahan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (2) dan Ayat (3)

berlaku juga bagi pasal ini.

Pasal 200

Surat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah

putusan itu diucapkan.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Pasal 201

Dalam hal terdapat surat palsu atau dipalsukan, maka panitera melekatkan
petikan putusan yang ditandatanganinya pada surat tersebut yang memuat
keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf j dan surat
palsu atau yang dipalsukan tersebut diberi catatan dengan menunjuk pada
petikan putusan itu.

Tidak akan diberikan salinan pertama atau salinan dari surat asli palsu atau
yang dipalsukan kecuali panitera sudah membubuhi catatan pada catatan
sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) disertai dengan salinan petikan
putusan.

Pasal 202

Panitera membuat berita acara sidang dengan memperhatikan persyaratan
vang diperlukan dan memuat segala kejadan di sidang yang berhubungan
dengan pemeriksaan itu.

Berita acara sidang sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) memuat juga hal
yang penting dari keterangan saksi, terdakwa, dan ahli kecuali jika hakim
ketua sidang menyatakan bahwa untuk ini cukup ditunjuk kepada keterangan
dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebut perbedaan yang terdapat
antara yang satu dengan lainnya.

Atas permintaan penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, hakim
ketua sidang wajib memerintahkan kepada panitera supaya dibuat catatan
secara khusus tentang suatu keadaan atau keterangan.
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